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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya
Dinas Pendidikan telah selesai menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat
Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan amanat Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang disusun berdasarkan Surat
Edaran Sekretaris Daerah Nomor 53/SE/2022 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, dan berpedoman
pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Perangkat Daerah Tahun 2022 dan
evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, dengan tujuan untuk memastikan
bahwa rumusan kegiatan/sub kegiatan alternatif dan/atau kegiatan/sub kegiatan baru
yang disusun dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran strategis Perangkat
Daerah.

Kami sadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini
memerlukan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan dan
penganggaran, khususnya urusan pendidikan dalam Rencana Kerja Tahun 2024.

Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif tetap akan menjadi masukan
dalam identifikasi permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan,
program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, penyelarasan dengan
sasaran dan prioritas nasional, dan identifikasi program dan kegiatan menurut
kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Semoga Allah SWT senantiasa
meridhoi kita semua.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen Rencana Kerja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah ini merupakan
gambaran penjabaran dari RPD dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang
merupakan evaluasi kinerja dan capaian Renstra Perangkat Daerah yang
telaahannya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pada Rancangan
Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024. Dokumen Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2024 menjadi dokumen perencanaan dan pedoman kegiatan selama
1 (satu) periode.

Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024 dirumuskan melalui serangkaian

kegiatan sebagai berikut :

a) analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan

b) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat rencana program,
kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, dan
prakiraan maju Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA

Perangkat Daerah
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PENDAHULUAN

Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud &
Tujuan, Sistematika Penulisan




1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah merupakan dokumen awal
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya
berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib
menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan
berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam
perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan
kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamanatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun
Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah”.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang
merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:
1. Tahap perumusan rancangan Rencana Kerja SKPD
Perumusan rancangan Rencana Kerja SKPD dilakukan melalui serangkaian
kegiatan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

b. Analisis gambaran pelayanan SKPD;

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu

berdasarkan Renstra SKPD;
d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

f. Perumusan tujuan dan sasaran;
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g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

h. Perumusan kegiatan prioritas;

i. Penyajian awal dokumen rancangan Rencana Kerja SKPD;

j. Penyempurnaan rancangan Rencana Kerja SKPD;

k. Pembahasan forum SKPD; dan

I.  Penyesuaian dokumen rancangan Rencana Kerja SKPD sesuai dengan
prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan
mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah,
arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap penyajian rancangan Rencana Kerja SKPD.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena
itu, penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dikerjakan secara simultan/paralel
dengan penyusunan RKPD Tahun 2024. Selain mengacu pada RKPD, penyusunan
Rencana Kerja Dinas Pendidikan juga mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap
Rencana Kerja Dinas Pendidikan tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2024 yang
telah ditetapkan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2023-2026 dan penelaahan
terhadap RPD. Lebih lanjut hasil penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas
Pendidikan Tahun 2024 akan menjadi bahan pijakan dalam penyelenggaraan
program dan kegiatan bersama dengan perangkat daerah lainnya yang terangkum
dalam dokumen RKPD Tahun 2024 serta bahan pertimbangan dalam penyusunan
RAPBD Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun

2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi.
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerabh;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32
Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan dan Penganggaran Terpadui;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi DKI Jakarta;

Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Dunia Usaha,;

Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi
Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016
tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai

Bangunan);



30.

31.

32.

33.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Nomor 35 tahun 2021 tentang Tata Cara
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial,

Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 53/SE/2022 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
dan

Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Input
dan Supervisi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja
Pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 disusun dalam

rangka mewujudkan target kinerja tahun 2024 dengan mengalokasikan sumber daya

yang dimiliki. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1.

4.
5.

Memberikan gambaran umum berkenaan dengan evaluasi capaian kinerja
pelayanan Dinas Pendidikan sampai dengan tahun 2022;

Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis dan kendala yang dihadapi
dalam penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan;

Memberikan arahan tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan
selaras dengan isu strategis dan arah kebijakan Dinas Pendidikan 2024;
Merumuskan program dan kegiatan Disdik tahun 2024;

Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan ke dalam rencana

operasional tahunan;



6. Menyusun pedoman bagi aparatur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2024,

7. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Dinas Pendidikan.

Dokumen RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip
transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan
berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman dari Covid-19 pada
aspek Pendidikan khususnya, penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan
memperhatikan dampak pandemik dalam penguatan kualitas layanan pendidikan
serta pemerataan akses pendidikan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen
Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pendidikan tahun 2024 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB | : PENDAHULUAN
Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Rancangan Awal
Rencana Kerja Dinas Pendidikan, keterkaitan antara RKPD dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis (Renstra)
perangkat daerah, serta proses penyusunan Rencana Kerja.
BAB Il : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU
Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2023 (n-
1); analisis kinerja pelayanan Dinas Pendidikan; isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta; Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat.
BAB IIl : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas
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pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pendidikan, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-



isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pendidikan, program
dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Pada Bab ini memuat rencana kerja tahun 2024 Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta dan menterjemahkan kedalam program dan kegiatan sesuai
dengan anggaran fungsi pendidikan.

BAB V : PENUTUP
Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu

mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.
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HASIL EVALUASI RENCANA
KERJA PERANGKAT
DAERAH 2

Rancangan Awal dan Penelaahan Usulan Program dan
Kegiatan Masyarakat
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Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
s.d Tahun 2022

Pada bagian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan dan capaian Renstra Dinas Pendidikan pada Tahun 2022. Fungsi
evaluasi untuk menyediakan informasi yang berguna dalam menentukan strategi dan

kegiatan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2024.

Evaluasi atau reviu dilakukan terhadap realisasi program dan kegiatan Dinas
Pendidikan serta realisasi target sasaran Renstra Dinas Pendidikan pada Tahun 2022.
Selain itu, juga akan dilakukan reviu terhadap pelaksanaan kegiatan dan proyeksi

realisasi anggaran tahun 2023.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2022 ditinjau

dari capaian program dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Terdapat 6 (enam) program RPJMD 2018-2022 utama yang diampu oleh Dinas
Pendidikan yaitu : 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,
2) Wajib Belajar 12 Tahun, 3) Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, 4) Peningkatan
Mutu Pendidikan, 5) Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan, 6) Peningkatan
Sarana dan Prasarana Pendidikan. Selain itu, terdapat 2 (dua) program yang bersifat
umum dan digunakan oleh seluruh OPD vyaitu program Peningkatan dan Pengelolaan
Kantor Urusan Pendidikan dan Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan
Pendidikan.

Realisasi dan capaian Program Dinas Pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Realisasi capaian Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat.
Program ini terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK)
PAUD dan jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi. Realisasi capaian
jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi mencapai 100%, pada tahun
2022 terdapat 1.298 lembaga kursus dan pelatihan yang telah diakreditasi dari
target yang ditetapkan yaitu 609 lembaga kursus dan pelatihan. Pada tahun 2022
Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD-
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PNF) tidak melaksanakan akreditasi terhadap Lembaga PAUD dan Non Formal.

Kepastian mendapatkan layanan pendidikan atau pemerataan dalam layanan
pendidikan pada tingkat provinsi terlihat melalui APK (Angka Partisipasi Kasar),
yakni angka yang menunjukan jumlah peserta didik yang bersekolah di PAUD
dibandingkan dengan jumlah penduduk usia PAUD di Provinsi DKI Jakarta.
Realisasi capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2022 yaitu 98,05%
dengan nilai capaian 98,54% dari target yang ditetapkan sebesar 99,5%.
Ketidaktercapaian APK PAUD disebabkan beberapa hal, yaitu :

1) Sebagian besar penyebaran anak usia PAUD (5-6 tahun) sudah bersekolah
atau mengikuti pendidikan di jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;

2) Anak usia PAUD bersekolah pada lembaga yang tidak berizin sehingga tidak
terdata;

3) Anak usia PAUD lebih cenderung mengikuti bimbingan membaca dan
menulis;

4) Masih kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya di
satuan PAUD;

5) Belum ada aturan yang mewajibkan calon peserta didik yang akan memasuki
jenjang SD merupakan lulusan PAUD;

6) Anak usia PAUD bersekolah di luar DKI Jakarta.

Upaya meningkatkan APK PAUD dilakukan melalui berbagai kebijakan, yaitu
rehabilitasi PAUD di kelurahan dan kecamatan sebagai upaya peningkatan angka
partisipasi PAUD, penyediaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
PAUD untuk PAUD Negeri dan Swasta (APBN) dan Biaya Operasional
Pendidikan PAUD untuk PAUD Negeri (APBD), Pemberian Hibah APE,
Sosialisasi Pendidikan PAUD lewat kegiatan-kegiatan seperti lomba, Gebyar
PAUD, Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Pendidik PAUD melalui diklat
serta Kolaborasi dalam rangka kampanye pentingnya Pendidikan Anak Usia
Dini.

2. Realisasi capaian Program Wajib Belajar 12 Tahun yang terdiri dari 8 (delapan)

indikator yaitu :

1) Realisasi Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI tahun 2022 adalah

98,37% dari target 98,1% dengan nilai capaian 100%;
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2) Realisasi persentase angka partisipasi murni SMP/MTs tahun 2022 adalah
84,22% dari target 94,5% dengan nilai capaian 89,12%, Realisasi persentase
angka partisipasi murni SMA/SMK/MA tahun 2022 adalah 60,88% dari target
85,75% dengan nilai capaian 71%;
3) Realisasi persentase angka putus sekolah jenjang SD/MI tahun 2022 (belum
ada data) dengan target 0,01%;
4) Realisasi persentase angka putus sekolah jenjang SMP/MTs tahun 2022
(belum ada data) dengan target 0,01%;
5) Realisasi persentase angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/MA tahun 2022
(belum ada data) dengan target 0,01%;
6) Realisasi rata-rata lama sekolah penduduk Jakarta tahun 2022 adalah 11,31
dari target 12 Tahun dengan nilai capaian 94,25%; dan
7) Realisasi persentase penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahun 2022
adalah 100% dari target 100% dengan nilai capaian 100%.
Ketercapaian yang baik pada program Wajib Belajar 12 Tahun merupakan salah
satu wujud keberhasilan dari stimulus Bantuan Personal Kartu Jakarta Pintar
(KJP) Plus yang diberikan Pemerintah Daerah.
3. Realisasi capaian Program Peningkatan Mutu Pendidikan yang terdiri dari 9
(sembilan) indikator, yaitu :
1) Realisasi persentase Sekolah terakreditasi A tahun 2022 adalah 72,63% dari
target 100% dengan nilai capaian 72,63%;
2) Realisasi persentase kelulusan jenjang SD/MI tahun 2022 adalah 100% dari
target 100% dengan nilai capaian 100%;
3) Realisasi persentase kelulusan jenjang SMP/MTs tahun 2022 adalah 99,98%
dari target 100% dengan nilai capaian 99,98%;
4) Realisasi persentase kelulusan jenjang SMA/MA tahun 2022 adalah 99,99%
dari target 100% dengan nilai capaian 99,99%;
5) Realisasi persentase kelulusan jenjang SMK tahun 2022 adalah 100% dari
target 100% dengan nilai capaian 100%;
6) Realisasi rata-rata nilai ujian sekolah/madrasah berbasis daerah jenjang SD/MI
tahun 2022 adalah 83,22 dari target 80 dengan nilai capaian 100%;
7) Realisasi rata-rata nilai ujian sekolah/madrasah berbasis daerah jenjang
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SMP/MTs tahun 2022 adalah 83,55 dari target 70 dengan nilai capaian 100%;

8) Realisasi rata-rata nilai ujian sekolah/madrasah berbasis daerah jenjang
SMA/MA tahun 2022 adalah 84,15 dari target 70 dengan nilai capaian 100%;
9) Realisasi rata-rata nilai ujian nasional/ujian sekolah/madrasah berbasis daerah
jenjang SMK tahun 2022 adalah 82,24 dari target 70 dengan nilai capaian 100%.
Ketercapaian yang baik pada program Peningkatan Mutu Pendidikan tahun 2022
seperti ditunjukkan oleh angka di atas secara tidak langsung menunjukkan kualitas
sekolah sebagai penyelenggara pendidikan (indikator akreditasi) yang juga
menunjukkan kualitas pembelajaran itu sendiri (indikator persentase kelulusan
dan rerata capaian nilai ujian). Sesuai keputusan Kemdikbudristek RI,
penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tidak dilaksanakan dan sebagai evaluasi
kinerja satuan pendidikan dilaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum dan
Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa
(literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan survei
karakter serta survei lingkungan belajar untuk guru dan kepala sekolah.
Pelaksanaan asesmen tersebut akan diikuti oleh siswa yang berada di tengah
jenjang sekolah dan tidak lagi membedakan mata pelajaran secara signifikan akan
tetapi memotret mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja
sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi
manajemen sekolah, Dinas Pendidikan, dan Kemendikbudristek RI.
. Realisasi capaian Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan
dengan indikator persentase guru yang kompeten dengan realisasi tahun 2022
yaitu 34,29% dari target 100% dengan nilai capaian 34,29%,
Upaya Dinas Pendidikan untuk memperbaiki ini kedepannya adalah secara umum
dengan memperbanyak diklat baik itu berbasis daring ataupun tatap muka di Pusat
Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan masing-masing wilayah Kkota
administrasi, dan secara khusus dengan memperbaiki/memperbarui materi diklat
itu sendiri agar sesuai kebutuhan guru.
. Realisasi capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dengan
indikator persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar
nasional pendidikan (SNP) tahun 2022 adalah 91,19% dari target 100% dengan
nilai capaian 91,19%.
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Pelaksanaan kegiatan rehab berat dan rehab total sekolah pada tahun 2022
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang
memungkinkan target capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pendidikan mundur ke tahun berikutnya. Selain itu komponen pembiayaan dana
Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang menjadi daya dukung sekolah dalam
melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang meliputi pengecatan,
perbaikan atap bocor, perbaikan sanitasi sekolah (kloset, urinoir, wastafel, keran
air dan lainnya), perbaikan pintu dan/atau jendela, lantai, penyediaan sumber air
bersih termasuk pompa dan instalasinya dan/atau fasilitas sekolah lainnya yang
sifatnya lebih ke pelaksanaan renovasi ringan agar sarana dan prasarana tersebut
dapat berfungsi dengan baik.

. Realisasi capaian Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dengan
indikator persentase sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan
khusus tahun 2022 adalah 100% dari target 100% dengan nilai capaian 100%.
Dapat disampaikan bahwa sesungguhnya seluruh sekolah negeri di Provinsi DKI
Jakarta menyediakan kuota untuk penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus
sebanyak 2 orang per rombongan belajar dan seluruh sekolah negeri telah
terpenuhi.

Meskipun Dinas Pendidikan telah membuka kuota dalam penerimaan peserta
didik baru yang berkebutuhan khusus di seluruh sekolah, dalam pelaksanaannya
masih ada beberapa permasalahan, yaitu:

e Terbatasnya sarana pendidikan yang memadai bagi peserta didik
berkebutuhan khusus di sejumlah sekolah menyesuaikan dengan klasifikasi
disabilitas dan tingkat keparahannya. Sarana pendidikan yang dimaksud di
sini adalah alat bantu pendidikan (teaching aids), yaitu segala macam
peralatan yang dipakai guru untuk membantunya memudahkan melakukan
kegiatan penyampaian materi pelajaran (mengajar) dan segala macam
peralatan yang digunakan peserta didik untuk memudahkan mempelajari

mata pelajaran.

e Ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada penyelenggaraan
sekolah inklusi. GPK adalah guru yang memiliki kualifikasi atau latar
belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau yang pernah mendapatkan
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pelatihan tentang penyelenggaraan sekolah inklusi yang bertugas
menjembatani kesulitan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan guru
kelas/mapel dalam proses pembelajaran di kelas reguler serta melakukan
tugas khusus yang tidak dilakukan oleh guru pada umumnya. Sampai dengan
saat ini, penyediaan GPK masih terbentur dengan aturan perekrutan guru.
Ketentuan PPDB Inklusi yang mengatur penerimaan peserta didik baru
berkebutuhan khusus maksimal 2 (dua) anak per rombongan belajar di
sekolah reguler, penggunaan dana Biaya Operasional Pendidikan untuk
memperlengkapi seluruh kebutuhan alat bantu/peraga pendidikan di sekolah
serta terdapatnya Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi yang mengakomodir perekrutan guru
non ASN atau guru Kontrak Kerja Individu (KKI) sebagai Guru
Pembimbing Khusus (GPK) di sekolah reguler.

Realisasi capaian program Dinas Pendidikan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2.1 Realisasi Capaian Program Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No Program Indikator Kinerja Cara Perhitungan Target Realisasi Capaian Kriteria
1 2 3 4 5 6 7 8
- L Angka yang menunjukkan jumlah
Pendidikan Anak Usia Dini . . .
1. | dan Pendidikan Angka Partisipasi siswa yang bersekolah di PAUD 99,5 98,05 98,54% | Tidak Tercapai
Masvarakat Kasar dibandingkan dengan jumlah
y penduduk usia PAUD
Angka yang menunjukkan
Jumlah lembaga .
kursus dan pelatihan Fe“ggab‘f(”ga” “jjm'ah Proy dan 609 1.208 100% Tercapai
terakreditasi embaga kursus dan pelatihan yang
sudah terakreditasi
Persentase Angka Angka yang menunjukkan propqrsi
2. | Wajib Belajar 12 Tahun Partisipasi Murni pegerta didik pada kel_ompok usia 98,1 98,37 100% Tercapai
SD/MI jenjang SD/MI dibandingkan
penduduk usia jenjang SD/MI
Persentase Angka Angka yang menunjukkan propqrsi
Partisipasi Murni peserta didik pada kelompok usia 94,5 84,22 89,12% | Tidak Tercapai
SMP/MTs jenjang SMP/MTs dibandingkan
penduduk usia jenjang SMP/MTs
Persentase Angka Angka yang menunjukkan proporsi
Partisipasi Murni peserta didik pada kelompok usia 85,75 60,88 71,00% Tidak Tercapai

SMA/SMK/MA

jenjang SMP/MTs
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No Program Indikator Kinerja Cara Perhitungan Target Realisasi Capaian Kriteria
1 2 3 4 5 6 7 8
dibandingkan penduduk usia
jenjang SMA/SMK/MA
Angka yang menunjukkan proporsi
Persentase Angka peserta didik putus sekolah pada
Putus Sekolah kelompok usia jenjang SD/MI 0,01 0,10 90,91% Tidak Tercapai
Jenjang SD/MI dibandingkan penduduk usia
jenjang SD/MI
Angka yang menunjukkan proporsi
Persentase Angka peserta didik putus sekolah pada
Putus Sekolah kelompok usia jenjang SMP/MTs 0,01 0,08 92,93% Tidak Tercapai
Jenjang SMP/MTs dibandingkan penduduk usia
jenjang SMP/MTs
Angka yang menunjukkan proporsi
Persentase Angka peserta didik putus sekolah pada
Putus Sekolah kelompok usia jenjang 0 . .
Jenjang SMA/SMK/MA dibandingkan 0,01 014 86,87% Tidak Tercapai
SMA/SMK/MA penduduk usia jenjang
SMA/SMK/MA
Rata-rata lama Angka yang menunjukkan rata- rata
sekolah penduduk penduduk jakarta untuk menempuh 12 tahun 11,31 tahun 94,25% Tidak Tercapai

jakarta

pendidikan / bersekolah
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No Program Indikator Kinerja Cara Perhitungan Target Realisasi Capaian Kriteria
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase peserta didik tidak
Persentase mampu yang mendapatkan Kartu
penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dibandingkan
Jakarta Pintar (KJP) | dengan jumlah peserta didik yang 100% 100% 100% Tercapai
Plus yang mengajukan permohonan untuk
bersekolah mendapatkan Kartu Jakarta Pintar
(KJIP)
Ratg-rata r_1_|la| upan Angka yang menunjukkan rerata
Peningkatan Mutu nasional/ujian nilai ujian nasional / ujian sekolah/ .
3. S sekolah/madrasah . L 80 83,22 100% Tercapai
Pendidikan . madrasah berbasis daerah jenjang
berbasis daerah SD/MI
jenjang SD/MI
Rata-rata nilai ujian
nasional/ujian .
seicahmagrasan | MO Tenunien e
. 0 .
_ber_baS|s daerah / madrasah berbasis daerah 70 83,55 100% Tercapai
jenjang SMP/MTs jenjang SMP/MTs
70 83,55 100% Jenjang
Tercapai
Ratfi-rata r.].”a' unan Angka yang menunjukkan rerata
nasional/ujian nilai ujian nasional / ujian sekolah / .
sekolah/madrasah 70 84,15 100% Tercapai

berbasis daerah
jenjang SMA/MA

madrasah berbasis daerah jenjang
SMA/MA
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No Program Indikator Kinerja Cara Perhitungan Target Realisasi Capaian Kriteria
1 2 3 4 5 6 7 8
E:;%Lﬁ?u;g? upan Angka yang menunjukkan rerata
sekolah/madrasah nilai ujian na5|ona_l / ujian se_ko!ah/ 70 82.24 100% Tercapai
berbasis daerah madrasah bgrbass daerah jenjang
jenjang SMK SMA/MA jenjang SMK
Angka yang menunjukkan proporsi
Persentase Sekolah jumlah sekolah yang sudah
terakreditasi A terakreditasi A dibandingkan 100 71,63 72,63% Tidak Tercapai
dengan jumlah sekolah di DKI
Jakarta yang belum terakreditasi
Angka yang menunjukkan proporsi
jumlah peserta didik yang lulus
Persentase dalam Ujian Nasional dan Ujian
Kelulusan Jenjang S.ekola_h jenjang SD/MI 100% 100% 100% Tercapai
SD/MI dibandingkan jumlah seluruh
peserta didik yang mengikuti Ujian
Nasional (UN) dan Ujian Sekolah
(US) jenjang SD/MI
Angka yang menunjukkan proporsi
jumlah peserta didik yang lulus
Persentase dalam Ujian Nasional dan Ujian
Kelulusan Jenjang S_ekola_h jenjang SMP/MTs 100% 99,98% 99,98% Tidak Tercapai
SMP/MTs dibandingkan jumlah seluruh

peserta didik yang mengikuti Ujian
Nasional (UN) dan Ujian Sekolah
(US) jenjang SMP/MTs
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No

Program

Indikator Kinerja

Cara Perhitungan

Target

Realisasi

Capaian

Kriteria

Persentase
Kelulusan Jenjang
SMA/MA

Angka yang menunjukkan proporsi
jumlah peserta didik yang lulus
dalam Ujian Nasional dan Ujian
Sekolah jenjang SMA/MA
dibandingkan jumlah seluruh
peserta didik yang mengikuti Ujian
Nasional (UN) dan Ujian Sekolah
(US) jenjang SMA/MA

100%

99,99%

99,99%

Tidak Tercapai

Persentase
Kelulusan Jenjang
SMK

Angka yang menunjukkan proporsi
jumlah peserta didik yang lulus
dalam Ujian Nasional dan Ujian
Sekolah jenjang SMK dibandingkan
jumlah seluruh peserta didik yang
mengikuti Ujian Nasional (UN) dan
Ujian Sekolah (US) jenjang SMK

100%

100%

100%

Tercapai

Pengembangan Guru dan
Tenaga Kependidikan

Persentase guru
yang kompeten

Angka yang menunjukkan proporsi
jumlah guru yang memperoleh nilai
kompetensi minimal 60
dibandingkan jumlah seluruh guru
di Provinsi DKI Jakarta

100

34,29

34,29%

Tidak Tercapai
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No Program Indikator Kinerja Cara Perhitungan Target Realisasi Capaian Kriteria
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase sekolah Angka yang menunjukkan jumlah
yang memiliki sarana sekolah negeri yang memiliki
. sarana dan prasarana sesuai
5. | peningkatan Sarafa dan | dan prasarana Standar Nasional Pendidikan 100 91,19 91,19% | Tidak Tercapai
Nasional Pendidikan (SNP) dibandingkan jumlah
(SNP) sekolah negeri di Provinsi DKI
Jakarta
Angka yang menunjukkan proporsi
Persentase sekolah jumlah sekolah negeri jenjang SD,
yang sudah SMP, SMA, dan SMK di Jakarta
6. Pendidikan Khusus dan menerima peserta yang sudah menerima peserta didik 100 100 100,00% Tercapai

Layanan Khusus

didik berkebutuhan
khusus

berkebutuhan khusus dibandingkan
jumlah seluruh sekolah negeri
jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK
di Jakarta
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Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan pencapaian Renstra Dinas Pendidikan
sampai dengan Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 2.2. Dalam tabel dimaksud dapat dilihat capaian
masing-masing kegiatan Dinas Pendidikan pada Tahun 2021 dan 2022,
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Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis
Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

2

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

7=(6/5)

10=(9/4)

11

DINAS
PENDIDIKAN

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROVINSI

Fasilitasi
Pengembangan
Kesejahteraan
Rakyat Pelayanan
Dasar

Fasilitasi,
Koordinasi,
Sinkronisasi,
Evaluasi, dan
Capaian Kinerja
Kebijakan
Kesejahteraan
Rakyat Bidang
Pendidikan

Jumlah guru dan
tenaga kependidikan
yang menerima
tunjangan
penambahan
penghasilan melalui
Kanwil Kemenag
Provinsi DKI Jakarta

28078

28078

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023
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3

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

7=(6/5)

10=(9/4)

11

Jumlah Mahasiswa
dari Keluarga Tidak
Mampu yang
Menerima Bantuan
Sosial Biaya
Peningkatan Mutu
Pendidikan Bagi
Mahasiswa dari
Keluarga Tidak
Mampu melalui Kartu
Jakarta Mahasiswa
Unggul (KIMU)

15501

15450.5

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah mahasiswa
PTN dan PTS yang
mendapatkan
beasiswa dan bantuan
penulisan
skripsi/thesis/disertasi
serta peserta didik
yang mendapatkan
bantuan penebusan
ijjazah melalui hibah
kepada YBJ

4420

4420

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah peserta didik
Madrasah yang
mendapatkan Bantuan
Operasional
Pendidikan (BOP)
melalui hibah kepada
Kanwil Kemenag
Provinsi DKI Jakarta

1592

1592

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023
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3

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

7=(6/5)

10=(9/4)

11

Jumlah Peserta Didik
yang Menerima
Bantuan Biaya
Pendidikan Masuk
Sekolah Bagi Peserta
Didik di
Sekolah/Madrasah
Swasta

83477

84050

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Peserta Didik
yang Menerima
Bantuan Sosial
Beasiswa Pendidikan
Anak Tenaga
Kesehatan yang
Meninggal Dunia
Dalam Penanganan
Corona Virus Disease
2019 (COVID-19)

53

52

98%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Sekolah yang
Menerima Hibah
Peningkatan Mutu
Pendidikan di
Sekolah/Madrasah
Swasta

60

0%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

PROGRAM
PENDIDIK DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN
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7=(6/5)

10=(9/4)

11

Pemerataan
Kuantitas dan
Kualitas Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Kesetar
aan

Penataan
Pendistribusian
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Kesetara
an

Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
bagi Satuan
Pendidikan Dasar,
PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
yang Kompetensinya
Meningkat

2760

3801

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Pemindahan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Lintas
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Provinsi
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2 3 6 7=(6/5) 10=(9/4) 11
Penataan Jumlah Pendidik dan
Pendistribusian Tenaga Kependidikan
Pendidik dan jenjang Satuan
Tenaga Pendidikan Menengah o Indikator tidak
Kependidikan dan Pendidikan 3815 4596 100% digunakan pada 2023
Satuan Pendidikan Khusus yang
Menengah dan Kompetensinya
Pendidikan Khusus Meningkat
Perhitungan dan | 3,10 Pendidik dan
Pemetaan Pendidik T K didik
dan Tenaga Sekolah Swasta yang Indikator tidak
. ekolah Swasta yang o ndikator tida
g:ﬁje:nd:g'eﬁ%? dikan menerima bantuan 54187 54187 100% digunakan pada 2023
Menengah dan I;engjlahteraan melalui
Pendidikan Khusus
PROGRAM
PENGELOLAAN
APLIKASI
INFORMATIKA
Pengelolaan e-
government di
Lingkup
Pemerintah Daerah
Provinsi
Nilai kepuasan . )
Penyelenggaran layanan teknologi 100 100 100% Indikator tidak

Sistem Penghubung

informasi pendidikan

digunakan pada 2023
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2 3 5 6 7=(6/5) 10=(9/4) 11
Layanan
Pemerintah
PROGRAM
PENGELOLAAN
PENDIDIKAN
Pengelolaan
Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD)
Pembinaan Jumlah pengelola . )
Kelembagaan dan | PAUD yang mengikuti 1200 1604 100% d'l"‘t"r‘lztk"; n“dg'é 2023
Manajemen PAUD pelatihan 9 p
Jumlah Peserta Didik
Penerima Penyediaan
Makanan Tambahan 7166 8071 100% Indikator tidak

Anak Sekolah (PMT-
AS) Bagi PAUD
Negeri

digunakan pada 2023
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3 5 6 7=(6/5) 10=(9/4) 11
Pelaksanaan Kegiatan
Pembinaan Strategi o Indikator tidak
Pengasuhan Positif 1902 1902 100% digunakan pada 2023
Pada Anak Usia Dini
Terlaksananya . .
penyelenggaraan 600 600 100% Indikator tidak

paud holistik integratif

digunakan pada 2023
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3

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

7=(6/5)

10=(9/4)

11

Jumlah PAUD yang
Dilaksanakan
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen

2479

1646

1646

100%

Pengadaan Alat
Praktik dan Peraga
Siswa PAUD

Jumlah Alat Peraga
Edukatif (APE) PAUD

58

58

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Lembaga
PAUD yang
ketersediaan alat
peraga
pembelajarannya
dapat terpenuhi

63

62

98%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Alat Praktik
dan Peraga PAUD
yang Tersedia

155

207

Pengembangan
Karir Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan pada
Satuan Pendidikan
PAUD

Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
PAUD yang
Kompetensi
Teknisnya Meningkat

2370

2821

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023
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3
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Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
yang Mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi,
Peningkatan
Kompetensi dan
Kualifikasi

20954

4500

4500

100%

Penyediaan Biaya
Personil Peserta
Didik PAUD

Jumlah Peserta Didik
PAUD Negeri
Penerima Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan

8071

8071

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Peserta Didik
PAUD yang Menerima
Hibah BOP PAUD
(DAK Non Fisik)

125090

125090

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Peserta Didik
PAUD yang Menerima
Biaya Personil
Peserta Didik

16

16

100%

Penyediaan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan bagi
Satuan PAUD

Jumlah guru dan
tenaga kependidikan
Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) lembaga
PAUD Informal yang

6810

6810

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023
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mendapat hibah
melalui Himpaudi

Jumlah Tenaga
Kependidikan non
PNS yang menerima
upah sesuai upah
minimum provinsi

245

242

99%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Tenaga
Pendidik Non PNS
yang menerima upah
sesuai upah minimum
Provinsi

270

270

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
yang Tersedia pada
PAUD

10447

20834

20834

100%

Penyelenggaraan
Proses Belajar
PAUD

Jumlah peserta didik
yang menerima dana
Biaya Operasional
Pendidikan (BOP)
alokasi keadilan di
Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini
(PAUD) Negeri
Kabupaten

54

54

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023
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Administrasi
Kepulauan Seribu

Jumlah Peserta Didik
yang mengikuti
kegiatan belajar di 547 547 100% 0 Indikator tidak

Satuan Pendidikan digunakan pada 2023
Anak Usia Dini Negeri

(PAUD Negeri)

Jumlah Peserta Didik

PAUD yang Mengikuti 7033 12195 | 12195 100%
Proses Belajar

Rehabilitasi Jumlah Gedung

Sedang/Berat Sekolah yang di rehab . .
Pembangunan berat memenuhi 5 5 100% 0 dlin(ﬂﬁztlfz;r?dzza 2023
Sarana, Prasarana Standar Nasional 9 P

dan Utilitas PAUD Pendidikan

Jumlah Sarana,
Prasarana dan Utilitas
PAUD yang Telah 6 6 100%
Direhabilitasi
Sedang/Berat
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Pembangunan Jumlah Sarana, -
Prasarana dan Utilitas
Sarana, Prasarana PAUD yang Telah 5 1 1 100%
dan Utilitas PAUD Dibangun
Pengadaan Mebel Jumlah Mebel PAUD o
PAUD yang Tersedia 1835 508 508 100%
Pengelolaan Dana Jumlah PAUD yang o
BOP PAUD Mengelola Dana BOP 4030 4105 | 4105 100%
Pengelolaan
Pendidikan
Khusus
Jumlah peserta didik
pemtinaan | berebunan ks
Kelembagaan dan negeri yang menerima 3037 3037 100% 0 Indikator tidak
Manajemen Sekolah 9 b yang K 0 digunakan pada 2023
Pendidikan Khusus pemberian maxanan
tambahan anak
sekolah
Jumlah Sekolah
Pendidikan Khusus
yang Dilaksanakan o
Pembinaan 89 13 13 100%
Kelembagaan dan
Manajemen
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Pembinaan Minat,
Bakat dan
Kreativitas Siswa

Jumlah peserta didik
yang mengikuti
assesment di sekolah
inklusi

100

100

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Siswa yang
Mengikuti Ajang
Kompetisi/Lomba
Akademik dan Non
Akademik

3595

4255

4256

100%

Pengadaaan Alat
Praktik dan Peraga
Peserta Didik

Jumlah alat bantu, alat
peraga dan peralatan
penunjang kantor bagi
Sekolah Luar Biasa
dan Sekolah Dasar
yang memiliki peserta
didik berkebutuhan
khusus

182

182

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Pengelolaan Dana
BOS Sekolah
Pendidikan Khusus

Jumlah Sekolah Luar
Biasa Negeri yang
mengelola Dana BOS

13

13

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Sekolah Luar
Biasa Swasta yang
mengelola Dana BOS

76

76

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah siswa
penerima Bantuan
Operasional Sekolah

2569

Indikator tidak
digunakan pada 2023
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(BOS) Jenjang SLB
Negeri

Jumlah siswa
penerima Bantuan
Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SLB
Swasta

4538

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah siswa
penerima Bantuan
Operasional Sekolah
(BOS) Kinerja Jenjang
SLB Negeri

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah siswa
penerima Bantuan
Operasional Sekolah
(BOS) Kinerja Jenjang
SLB Swasta

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Sekolah
Pendidikan Khusus
yang Mengelola Dana
BOS

89

89

89

100%

Penyediaan Biaya
Personil Peserta
Didik Pendidikan
Khusus

Jumlah peserta didik
berkebutuhan khusus
di SD, SMP, SMA dan
SMK yang menerima
hasil asesmen

824

824

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023
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psikologi dari
pemeriksaan psikologi

Penyediaan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan
Khusus

Jumlah Tenaga
Kependidikan non
PNS yang menerima
upah sesuai upah
minimum provinsi

108

107

99%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Tenaga
Pendidik Non PNS
yang menerima upah
sesuai upah minimum
Provinsi

222

222

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
yang Tersedia pada
Satuan Pendidikan
Khusus

391

1093

1093

100%
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Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
Ujian bagi Peserta
Didik

Jumlah peserta didik
yang menerima
alokasi dana dalam
rangka menuntaskan

wajib belajar 12 tahun

peserta didik
berkebutuhan khusus

yang digunakan untuk

membiayai kegiatan
operasional
pendidikan di sekolah
sehingga
membebaskan
peserta didik dari
pungutan

3037

3037

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Satuan
Pendidikan yang
Menyelenggarakan
Proses Belajar dan
Ujian

13

230

230

100%

Pengadaan Mebel
Sekolah

Jumlah Mebel
Sekolah yang
Tersedia

3280

569

569

100%
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Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Pengembangan
. L yang Mendapatkan
1'5:::;5: ndidik dan Fasilitasi Kenaikan
0,
Kependidikan pada Egnmgﬁgtil;o;g?na:éi 1552 161 161 100%
iﬁtli?fs Pendidikan Peningkatan
Kompetensi dan
Kualifikasi
Penyediaan Biaya Jumlah Peserta Didik
Personil Peserta Pendidikan Khusus 1051 0 Indikator tidak
Didik Pendidikan yang Menerima Biaya digunakan pada 2023
Khusus Personil Peserta Didik
Pengelolaan
Pendidikan
Nonformal/Kesetar
aan
Jumlah Perlengkapan
Pengadaan Mebel L
- Satuan Pendidikan . .
El?)rr:?cla(:lﬂw(glr/]Kesetara sesuai dengan 462 462 100% 0 dlEﬁ:rl?':\tkoarnt Ig::;a 2023
Standar Nasional
an -
Pendidikan
Jumlah Mebel
Pendidikan Non
Formal/Kesetaraan 108 755 785 100%

yang Tersedia
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Pengelolaan Dana
BOP Sekolah
Nonformal/Kesetara
an

Jumlah Lembaga
Pendidikan
Kesetaraan yang
Menerima Hibah BOP
Pendidikan
Kesetaraan (DAK Non
Fisik)

13887

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Peserta Didik
Penerima Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan
Kesetaraan Negeri
Paket A/Ula, Paket
B/Wustha, Paket
Cl/Ulya

7956

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
Negeri yang
mengelola Dana BOP

39

39

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
Swasta yang
mengelola Dana BOP

173

173

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Sekolah Non
Formal/Kesetaraan
yang Mengelola Dana
BOP

279

286

286

100%
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Pengembangan Jumlah Pendidik d
Karir Pendidik dan umian Pendidik dan
Tenaga Tenaga Kependidikan
- pendidikan o Indikator tidak
g:ﬁje;ndgéﬁ%? d?l?:r? masyarakat yang 1000 1074 100% 0 digunakan pada 2023
kompetensi teknisnya
glﬁnformallKesetara meningkat
Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
yang Mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan, 3491 1210 1210 100%
Pemberian Promosi,
Peningkatan
Kompetensi dan
Kualifikasi
Jumlah Peserta Didik
. . yang menerima Biaya
E:?syc?rﬂ:asgsg?ga Personal Pendidikan
S bagi Peserta Didik dari Indikator tidak
Didik Kel Tidak 2516 2556 100% 0 di K da 2023
Nonformal/Kesetara eluarga Tidax Igunakan pada
an Mampu melalui Kartu
Jakarta Pintar Plus
(KJP Plus)
Jumlah Peserta Didik
Non
Formal/Kesetaraan 4018 4018 4018 100%

yang Menerima Biaya
Personil Peserta Didik

II-33




Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

2 3 6 7=(6/5) 9 10=(9/4) 11

Penyediaan
Pendidik dan Jumlah Tenaga
Tenaga Kependidikan non . .
Kependidikan bagi PNS yang menerima 81 78 96% 0 J??}ﬁi}g nt'dglé 22023
Satuan Pendidikan upah sesuai upah 9 p
Nonformal/Kesetara | minimum provinsi
an

Jumlah Tenaga

Pendidik Non PNS . .

- Indikator tidak

yang menerima upah 376 376 100% 0 -

sesuai upah minimum digunakan pada 2023

Provinsi

Jumlah Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

yang Tersedia bagi

Satuan Pendidikan 484 12219 12219 100%

Non

Formal/Kesetaraan

Jumlah peserta didik

yang menerima dana

Biaya Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan (BOP)
Proses Belajar alokasi keadilan di 15 15 100% 0 Indikator tidak
Nonformal/Kesetara | Satuan Pendidikan digunakan pada 2023
an Kesetaraan Negeri

PaketA/Ula,Paket
B/Wustha, dan paket
Cl/Ulya
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Jumlah Rombongan
Belajar yang
menerima Penyediaan o Indikator tidak
Biaya Operasional s12 812 100% 0 digunakan pada 2023
Pendidikan
Kesetaraan
Jumlah Peserta Didik
yang Mengikuti 9210 6699 6699 100%
Proses Belajar

Pembangunan Jumlah Sarana,

Sarana, Prasarana Prasarana dan Utilitas

dan Utilitas Sekolah | Sekolah Non 1 1 1 100%

Non Formal/Kesetaraan

Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun

Rehabilitasi

Sedang/Berat et G Utltas

Pembangunan Sekolah Non Formal/

Sarana, Prasarana 3 3 100%

dan Utilitas Sekolah

Kesetaraan yang

Non Direhabilitasi
Formal/Kesetaraan | Sedang/Berat
Pengelolaan

Pendidikan

Sekolah Dasar
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Pembangunan
Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah

Persentase
Penyelesaian
Pembayaran
Penggantian Lahan
SDN Cibubur 11

100

100

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Persentase
Penyelesaian
Pembayaran
Penggantian Lahan
SDN Pegangsaan
Dua 01/02, SDN
Pegangsaan Dua
03/04, dan sebagian
kecil Lahan SMPN
170 Jakarta

100

100

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah yang Telah
Dibangun

34

23

23

100%

Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah

Jumlah Peserta Didik
Penerima Pemberian
Makanan Tambahan
Anak Sekolah (PMT-
AS) Bagi Siswa
Sekolah Dasar Negeri

180588

178344

99%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah sekolah yang
mengikuti kegiatan
diseminasi sekolah

110

120

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023
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dasar rujukan dan
sekolah model

Jumlah Sekolah
Menengah Dasar
yang Dilaksanakan
Pembinaan
Kelembagaan dan
manajemen sekolah

3122

3034

3034

100%

Pengadaan Mebel
Sekolah

Jumlah Perlengkapan
Satuan Pendidikan
sesuai dengan
Standar Nasional
Pendidikan

51980

51980

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Mebel
Sekolah yang
Tersedia

19931

34868

34868

100%

Pengelolaan Dana
BOS Sekolah Dasar

Jumlah Sekolah Dasar
Negeri yang
mengelola Dana BOS

1448

1448

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Sekolah Dasar
Swasta yang
mengelola Dana BOS

928

928

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023
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Jumlah siswa
penerima Bantuan
Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SD/MI
Negeri

552485

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah siswa
penerima Bantuan
Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SD/MI
Swasta

157804

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah siswa
penerima Bantuan
Operasional Sekolah
(BOS) Kinerja Jenjang
SD/MI Negeri

7

7

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah siswa
penerima Bantuan
Operasional Sekolah
(BOS) Kinerja Jenjang
SD/MI Swasta

36

36

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Sekolah Dasar
yang Mengelola Dana
BOS

2240

2238

2238

100%
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Pengembangan
Karir Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan pada
Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar

Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
SD yang
kompetensinya
meningkat

10200

14516

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
yang Mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi,
Peningkatan
Kompetensi dan
Kualifikasi

53114

15233

15233

100%

Penyediaan Biaya
Personil Peserta
Didik Sekolah Dasar

Jumlah Peserta Didik
yang menerima Biaya
Personal Pendidikan
bagi Peserta Didik dari
Keluarga Tidak
Mampu melalui Kartu
Jakarta Pintar Plus
(KJP Plus)

409959

409959

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Peserta Didik
Sekolah Dasar yang
Menerima Biaya
Personil Peserta Didik

414055
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Penyediaan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar

Jumlah Pendidik PTT
yang menerima
Peningkatan
Kesejahteraan
Pendidik Non PNS
Satuan Pendidikan
Dasar Negeri

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Tenaga
Kependidikan non
PNS yang menerima
upah sesuai upah
minimum provinsi

4308

4258

99%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Tenaga
Pendidik Non PNS
yang menerima upah
sesuai upah minimum
Provinsi

5276

5276

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
yang Tersedia pada
Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar

12544

31119

31119

100%

Penyelengaraan
Proses Belajar dan
Ujian bagi Peserta
Didik

Jumlah peserta didik
penerima Biaya
Operasional
Pendidikan Sekolah
Dasar (BOP-SDN)

69120

69120

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023
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Jumlah peserta didik
yang mengikuti
pengukuran mutu
pendidikan dasar
dalam bidang sains

307

307

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Rombel
penerima Biaya
Operasinal Sekolah
Dasar Negeri (BOP-
SDN)

9472

9472

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Sekolah yang
mengikuti Sosialisasi
Pelaksanaan
Asesmen Nasional
Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2022 bagi
Peserta Didik kelas 5
Sekolah Dasar

2355

2355

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Satuan
Pendidikan yang
Menyelenggarakan
Proses Belajar dan
Ujian

3275

3554

3554

100%

Rehabilitasi
Sedang/Berat
Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah

Jumlah Gedung
Sekolah yang di rehab
berat memenuhi
Standar Nasional
Pendidikan

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023
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Jumlah Sarana,
Prasarana dan Utilitas o
Sekolah yang Telah 22 26 26 100%
Direhabilitasi
Jumlah Siswa yang
Pembinaan Minat, Mengikuti Ajang
Bakat dan Kompetisi/Lomba 5764 6560 6560 100%
Kreativitas Siswa Akademik dan Non
Akademik
Pengelolaan
Pendidikan
Sekolah Menengah
Pertama
Jumlah Perlengkapan
Satuan Pendidikan . )
g:ﬂggﬁaan Mebel | sesuai dengan 17020 17020 100% 0 d'l'“t"r‘lztk"; n“dg'é 2023
Standar Nasional 9 p
Pendidikan
Jumlah Mebel
Sekolah yang 5469 10667 10667 100%
Tersedia
Jumlah Satuan
Pengelolaan Dana Pendidikan Penerima . )
BOS Sekolah Bantuan Operasional 33 33 100% 0 Indikator tidak

Menengah Pertama

Sekolah (BOS) Kinerja
Jenjang SMP Negeri

digunakan pada 2023
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Jumlah Satuan
Pendidikan Penerima
Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Kinerja
Jenjang SMP Swasta

18

18

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Sekolah
Menengah Pertama
Negeri yang
mengelola Dana BOS

293

293

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Sekolah
Menengah Pertama
Swasta yang
mengelola Dana BOS

787

787

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah siswa
penerima Bantuan
Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP
Negeri

221807

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah siswa
penerima Bantuan
Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP
Swasta

116636

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Sekolah
Menengah pertama
yang Mengelola Dana
BOS

965

1007

1007

100%

II-43




Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

7=(6/5)

10=(9/4)

11

Pengembangan
Karir Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan pada
Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah
Pertama

Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
SMP yang
kompetensinya
meningkat

5730

6629

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
yang Mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi,
Peningkatan
Kompetensi dan
Kualifikasi

29338

10226

10226

100%

Penyediaan Biaya
Personil Peserta
Didik Sekolah
Menengah Pertama

Jumlah Peserta Didik
yang menerima Biaya
Personal Pendidikan
bagi Peserta Didik dari
Keluarga Tidak
Mampu melalui Kartu
Jakarta Pintar Plus
(KJP Plus)

226669

226669

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Peserta didik
Sekolah Menengah
Pertama yang
Menerima Biaya
Personil Peserta Didik

252824

171

171

100%
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Penyediaan
Pendidik dan Jumlah Tenaga
Tenaga Kependidikan non . .
Kependidikan bagi PNS yang menerima 2599 2566 99% 0 Lr;dhkrfailc:;rt:dﬂ(da 2023
Satuan Pendidikan upah sesuai upah 9 p
Sekolah Menengah minimum provinsi
Pertama
Jumlah Tenaga
Pendidik Non PNS . .
- Indikator tidak
yang menerima upah 1869 1869 100% 0 -
sesuai upah minimum digunakan pada 2023
Provinsi
Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
yang Tersedia pada
Satuan Pendidikan 4648 20430 20430 100%
Sekolah Menengah
Pertama
Jumlah peserta didik
Penyelengaraan penerima Biaya
Proses Belajar dan Operasional o Indikator tidak
Ujian bagi Peserta Pendidikan Sekolah 26365 26547 101% 0 digunakan pada 2023
Didik Menengah Pertama
Negeri (BOP-SMP)
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11

Jumlah Rombel yang
mengikuti KBM di
Sekolah Menengah
Pertama Negeri dan
Sekolah Menengah
Pertama Negeri
Terbuka

2537

2537

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Peserta Didik
yang Mengikuti
Proses Belajar dan
Ujian

165308

215728

215728

100%

Rehabilitasi
Sedang/Berat
Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah

Jumlah Gedung
Sekolah yang di rehab
berat memenuhi
Standar Nasional
Pendidikan

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah yang Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat

100%

Pembangunan
Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah yang Telah
Dibangun

100%




Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

2 3 6 7=(6/5) 9 10=(9/4) 11
. Jumlah Sekolah
Pembinaan
Kelembagaan dan ;"ai';egf’;ﬂs';ﬁgﬁ;a 200 350 350 100%
Manajemen Sekolah Pembinaan
Jumlah Siswa yang
Pembinaan Minat, Mengikuti Ajang
Bakat dan Kompetisi/Lomba 8973 8573 8573 100%
Kreativitas Siswa Akademik dan Non
Akademik
Pengelolaan
Pendidikan
Sekolah Menengah
Atas
Jumlah Gedung
Pembangunan Sekolah yang di rehab . )
Sarana, Prasarana berat memenuhi 1 1 100% 0 J??}'ﬁ?‘g nt'dglé 22023
dan Utilitas Sekolah | Standar Nasional 9 p
Pendidikan
Persentase
penyelesaian . .
Indikator tidak
pembayaran hutang 100 100 100% 0 h
rehab total gedung digunakan pada 2023
SMAN 96 Jakarta
Jumlah Sarana,
Prasarana dan Utilitas 1

Sekolah yang Telah
Dibangun
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11

Pembinaan Minat,
Bakat dan
Kreativitas Siswa

Jumlah siswa yang
mengikuti kegiatan
intrakurikuler dan
ekstrakurikuler

264

264

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Siswa yang
Mengikuti Ajang
Kompetisi/Lomba
Akademik dan Non
Akademik

19836

17662

17662

100%

Pemeliharaan Rutin
Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah yang
terpelihara

11

11

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah yang
Dilaksanakan
Pemeliharaan

11

11

11

100%

Pengadaaan Alat
Praktik dan Peraga
Peserta Didik

Jumlah alat dan
bahan praktik yang
disediakan

10

10

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Alat Praktik
dan Peraga Peserta
Didik yang Tersedia

100%
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Pengadaan Mebel
Sekolah

Jumlah Perlengkapan
Satuan Pendidikan
sesuai dengan
Standar Nasional
Pendidikan

3505

3505

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Mebel
Sekolah yang
Tersedia

416

252

252

100%

Pengadaan
Perlengkapan
Sekolah

Jumlah kebutuhan
perlengkapan sekolah
dan asrama yang
disediakan

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah perlengkapan
UKS yang disediakan

16

16

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah peserta didik
Jalur Afirmasi SMANU
M.H. Thamrin

44

44

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Perlengkapan
Sekolah yang
Tersedia

100%

Pengelolaan Dana
BOS Sekolah
Menengah Atas

Jumlah Satuan
Pendidikan Penerima
Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Kinerja
Jenjang SMA Negeri

38

38

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023
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Jumlah Satuan
Pendidikan Penerima
Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Kinerja
Jenjang SMA Swasta

15

15

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Sekolah
Menengah Atas
Negeri yang
mengelola Dana BOS

117

117

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Sekolah
Menengah Atas
Swasta yang
mengelola Dana BOS

378

378

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah siswa
penerima Bantuan
Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMA
Negeri

91303

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah siswa
penerima Bantuan
Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMA
Swasta

68560

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Sekolah
Menengah Atas yang
Mengelola Dana BOS

379

429

429

100%
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Pengembangan
Karir Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan Pada
Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah
Atas

Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kepedidikan
SMA yang
kompetensinya
meningkat

1350

1398

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
SMA yang
kompetensinya
meningkat

2070

2617

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
yang Mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi,
Peningkatan
Kompetensi dan
Kualifikasi

19980

7160

7160

100%

Penyediaan Biaya
Personil Peserta
Didik Sekolah
Menengah Atas

Jumlah Peserta Didik
yang menerima Biaya
Personal Pendidikan
bagi Peserta Didik dari
Keluarga Tidak
Mampu melalui Kartu
Jakarta Pintar Plus
(KJP Plus)

70763

79636

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023
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Jumlah Peserta Didik
Sekolah Menengah
Atas yang Menerima
Biaya Personil
Peserta Didik

53346

4164

4164

100%

Penyediaan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah
Atas

Jumlah Tenaga
Kependidikan non
PNS yang menerima
upah sesuai upah
minimum provinsi

1217

1203

99%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Tenaga
Pendidik Non PNS
yang menerima upah
sesuai upah minimum
Provinsi

806

806

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah tenaga
pendidik sekolah yang
disediakan

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
yang Tersedia pada
Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah
Atas

2314

11644

11644

100%
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Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
Ujian bagi Peserta
Didik

Jumlah peserta didik
penerima Biaya
Operasional
Pendidikan Sekolah
Menengah Atas
Negeri (BOP-SMA)

10023

10023

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah peserta didik
baru yang DITERIMA
pada Tahun Ajaran
Baru 2022/2023

88

88

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Rombel
Penerima Biaya
Operasional
Pendidikan Sekolah
Menengah Atas
Negeri (BOP-SMA)

1224

1224

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah siswa yang
berhasil meningkatkan
prestasi akademik

264

264

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Satuan
Pendidikan yang
Menyelenggarakan
Proses Belajar dan
Ujian

103

139

139

100%
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. Jumlah Sekolah

Pembinaan

Kelembagaan dan Menengah Atas yang

Manaiemen Sekolah Dilakukan Pembinaan 157 283 283 100%

Men ejn ah Atas Kelembagaan dan

9 Manajemen

Rehabiltasi Sarana, | pintah SCra, L

Prasarana dan 3 4 4 100%

Utilitas Sekolah Sekolah yang Telah ’
Direhabilitasi

Pengelolaan

Pendidikan

Sekolah Menengah

Kejuruan
Jumlah siswa
mengikuti kegiatan

. . ektrakurikuler dan

Pembinaan Minat, | o\ rikuler, seleksi, Indikator tidak

Bakat dan bi d 11693 11693 100% 0 di k da 2023

Kreativitas Siswa Bg?gi:?n?:rr: dZIr;m 'gunakan pada
lomba-lomba
berjenjang
Jumlah siswa yang Indikator tidak
mengikuti kegiatan 20 20 100% 0

kunjungan industri

digunakan pada 2023
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Jumlah siswa yang
mengikuti kegiatan
pembinaan karakter
siswa melalui
pembelajaran
wawasan kemaritiman
(madabintal) kelas X

310

310

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah siswa yang
mengikuti pembinaan
karakter siswa melalui
latihan dasar
kepemimpinan siswa,
keagamaan,
kedisiplinan dan
pengerahan peserta
didik

386

386

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Siswa yang
Mengikuti Ajang
Kompetisi/Lomba
Akademik dan Non
Akademik

23845

22697

22697

100%

Pemeliharaan Rutin
Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah

Persentase Sarana
prasarana dan utilitas
sekolah di Fasilitas
Sekolah Menengah
Kejuruan yang
dipelihara sesuai
persyaratan

100

100

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023
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Jumlah Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah yang
Dilaksanakan
Pemeliharaan

14

18

18

100%

Pengadaaan Alat
Praktik dan Peraga
Peserta Didik

Jumlah alat praktik
SMK

224

224

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Program
Keahlian yang
mendapatkan alat
praktik peserta didik

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah siswa
penerima Biaya
Operasional
Pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan
Negeri (BOP-SMKN)
Agribisnis dan
Agriteknologi

725

725

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Alat Praktik
dan Peraga Peserta
Didik yang Tersedia

14

25

25

100%

Pengadaan
Perlengkapan
Sekolah

Jumlah perlengkapan
UKS yang disediakan

21

21

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023
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Nilai kepuasan
terhadap penyediaan
kebutuhan Asrama,
Sekolah dan UKS

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Perlengkapan
Sekolah yang
Tersedia

Pengelolaan Dana
BOS Sekolah
Menengah Kejuruan

Jumlah Satuan
Pendidikan Penerima
Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Kinerja
Jenjang SMKN

10

10

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Satuan
Pendidikan Penerima
Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Kinerja
SMK Swasta

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Sekolah
Menengah Kejuruan
Negeri yang
mengelola Dana BOS

73

73

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Sekolah
Menengah Kejuruan
Swasta yang
mengelola Dana BOS

503

503

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023
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Jumlah siswa
penerima Bantuan
Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMK
Negeri

57572

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah siswa
penerima Bantuan
Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMK
Swasta

153093

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Sekolah
Menengah Kejuruan
yang Mengelola Dana
BOS

576

562

562

100%

Pengembangan
Karir Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan Pada
Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah
Kejuruan

Guru-guru SMK
meningkat kompetensi
dalam menyusunan
kisi-kisi soal,
instrumen evaluasi
dan analisis soal
sesuai kaidah, mampu
menyusun Rencana
Pelaksanaan
Pembelajaran yang
efektif untuk mencapai
tujuan pembelajaran,
mampu menyusun
materi uji kompetensi
keahlian/kejuruan
sebagai Asesor

48

48

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023
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Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kepedidikan
SMK yang
kompetensinya
meningkat

4952 5745 100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Pendidik
Jenjang SMK Yang
Mengikuti Uji
Kompetensi

280 280 100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
yang Mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi,
Peningkatan
Kompetensi dan
Kualifikasi

20127

9103

9103

100%

Penyediaan Biaya
Personil Peserta
Didik Sekolah
Menengah Kejuruan

Jumlah Peserta Didik
yang menerima Biaya
Personal Pendidikan
bagi Peserta Didik dari
Keluarga Tidak
Mampu melalui Kartu
Jakarta Pintar Plus
(KJP Plus)

179024 166580 93%

Indikator tidak
digunakan pada 2023
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Jumlah Peserta Didik
Sekolah Menengah
Kejuruan yang
Menerima Biaya
Personil Peserta Didik

206866

65264

65264

100%

Penyediaan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah
Kejuruan

Jumlah Tenaga
Kependidikan non
PNS yang menerima
upah sesuai upah
minimum provinsi

911

890

98%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Tenaga
Pendidik Non PNS
yang menerima upah
sesuai upah minimum
Provinsi

879

879

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
yang Tersedia pada
Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah
Kejuruan

2176

11579

11579

100%

Penyelengaraan
Proses Belajar dan
Ujian bagi Peserta
Didik

Jumlah peserta didik
penerima Biaya
Operasional
Pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan

5230

5230

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023
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Negeri (BOP-SMKN)
Bisnis dan
Manajemen

Jumlah peserta didik
penerima Biaya
Operasional
Pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan
Negeri (BOP-SMKN)
Pariwisata dan Seni

4468

4518

101%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah peserta didik
penerima Biaya
Operasional
Pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan
Negeri (BOP-SMKN)
Teknologi

8117

8117

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Peserta Didik
Jenjang Sekolah
Menengah Kejuruan
yang Kompetensinya
Meningkat

4200

5320

127%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Rombel
Penerima Biaya
Operasional
Pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan

263

263

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023
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Negeri (BOP-SMKN)
Bisnis dan
Manajemen

Jumlah Rombel
Penerima Biaya
Operasional
Pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan
Negeri (BOP-SMKN)
Pariwisata dan Seni

117

117

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Rombel
Penerima Biaya
Operasional
Pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan
Negeri (BOP-SMKN)
Teknologi

53

53

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Rombel
Penerima Biaya
Operasional
Pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan
Negeri Teknologi

152

152

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023
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Jumlah siswa
penerima Biaya
Operasional
Pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan
Negeri (BOP-SMKN)
Agribisnis dan
Agriteknologi

725

725

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah siswa
penerima Biaya
Operasional
Pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan
Negeri (BOP-SMKN)
Pariwisata dan
Teknologi

1237

1237

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah siswa SMK
yang tersertifikasi
kompetensi dari
Lembaga Sertifikasi
Profesi (LSP)

66862

65649

98%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah siswa yang
mengikuti kegiatan
Pelaksanaan Ujian
Semester (PAS)

2305

2305

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah siswa yang
mengikuti kegiatan
ujian kompetensi
siswa

285

285

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023
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Jumlah siswa yang
mengikuti praktikum
nautika kapal
penangkap ikan,
teknik kendaraan
ringan otomotif dan
teknik alat berat

324

324

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Kepala Sekolah dan
Kepala Sub Bagian
Tata Usaha pada
satuan pendidikan
SMK meningkat
kompetensi
manajerial,
kompetensi supervisi
dan kompetensi
profesional dalam
melakukan tata kelola
sekolah menuju
sekolah yang
transparan dan
akuntabel

98

98

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Satuan
Pendidikan yang
Menyelenggarakan
Proses Belajar dan
Ujian

93

284

284

100%

II-64




3

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

7=(6/5)

10=(9/4)

11

Penyiapan dan
Tindak Lanjut
Evaluasi Satuan
Pendidikan
Menengah Kejuruan

Jumlah Sekolah
bekerjasama dengan
dunia usaha dan
dunia industri
mengembangkan
pendidikan dan
pelatihan berbasis
industri dan
memasarkan tamatan
SMK

525

525

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Satuan
Pendidikan Menengah
Kejuruan yang Siap
Dievaluasi dan
Melaksanakan
Rekomendasi

577

575

575

100%

Rehabilitasi Sarana,
Prasarana dan
Utilitas Sekolah

Jumlah Gedung
Sekolah yang
dilakukan rehab berat
sesuai Standar
Nasional Pendidikan

100%

Indikator tidak
digunakan pada 2023

Jumlah Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah yang Telah
Direhabilitasi

100%

Pembangunan
Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah yang Telah
Dibangun
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Jumlah Sekolah
Pembinaan Menengah Kejuruan
Kelembagaan dan yang Dilaksanakan
Manajemen Sekolah | Pembinaan 196 494 494 100%
Menengah Kejuruan | Kelembagaan dan
Manajemen
Jumlah Mebel
g:ﬂgg?]aa" Mebel | selolah yang 5946 4650 | 4650 100%
Tersedia
Pembangunan USB | Jumlah Sekolah Baru 1 1 100%
(Unit Sekolah Baru) | yang Telah Dibangun 0
Penambahan
Jumlah Ruang Kelas
Ruang Kelas 1 1 100%
Sekolah Baru yang Bertambah
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Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang

Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, rumusan program strategis pembangunan

pendidikan yaitu peningkatan Akses Pendidikan dan Mutu Pendidikan: Optimalisasi Angka

Partisipasi Pendidikan, Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan, Peningkatan

Relevansi Pendidikan,

Adapun penjelasan dari masing-masing kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan

Kebijakan Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan merupakan amanan dalam

menerapkan Wajib Belajar 12 Tahun untuk memberikan akses yang luas kepada

masyarakat mendapatkan layanan pendidikan secara gratis, adil dan berkualitas. Selain

itu layanan Pendidikan Anak Usia Dini menjadi tambahan dalam mendukung tumbuh

kembang anak usia 5-6 tahun yang juga telah diamanatkan dalam pemenuhan SPM oleh

Pemerintah Daerah. Dalam rangka memenuhi layanan pendidikan di seluruh jenjang dari
PAUD sampai SMA/SMK/MA dan sederajat) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan

menjamin seluruh warga usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dengan

kebijakan sebagai berikut :

a)

b)

c)
d)

9)

Pada jenjang PAUD dan Kesetaraan memperoleh Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan;

Pada Pendidikan Khusus disediakan Guru Pendamping Khusus (GPK) pada satuan
pendidikan negeri;

Pemenuhan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas;

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah seluruh sekolah SLB, SD, SMP, SMA
dan SMK di Provinsi DKI Jakarta memperoleh dana Biaya Operasional Pendidikan
(BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

Untuk biaya personal bagi para peserta didik yang tidak mampu di sekolah Negeri dan
Swasta di setiap jenjang pendidikan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan
Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus);

Pemberian bantuan Biaya Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) untuk anak-anak yang
tidak diterima di sekolah/madrasah negeri dan bersekolah di sekolah/madrasah
swasta;

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan diseluruh jenjang Pendidikan;
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h) Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA;

i) Pembangunan Gedung Ruang Kelas/Ruang Guru pada jenjang Pendidikan
Kesetaraan;

j) Penyediaan sekolah asrama bagi peserta didik di Kepulauan Seribu;

k) Penyediaan transportasi laut bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik di
Kepulauan Seribu.

. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan

Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan dilakukan untuk meningkatkan

hasil belajar peserta didik yang diukur melalui kemampuan literasi dan numerasi serta

menciptakan iklim keamanan, inklusivitas, dan kebinekaan di satuan pendidikan. Untuk

memenuhi peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Bimbingan teknis kepada pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh jenjang satuan

pendidikan;.

b) Hibah kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berada pada satuan pendidikan

swasta;

c) Fasilitasi kelompok belajar Pendidik dan Kepala Sekolah dalam rangka mengimbas

Program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak;
d) Sosialisasi advokasi kebijakan pendidikan penghapusan tiga dosa besar pendidikan;
e) Penerapan PAUD Holistik Integratif;
f) Pemberian makan tambahan anak sekolah pada jenjang PAUD dan sekolah dasar;

g) Pengembangan minat bakat dan kreativitas siswa pada jenjang SD, SMP, SMA dan
SMK.

. Peningkatan Relevansi Pendidikan

Peningkatan relevansi pendidikan ditujukan agar peserta didik yang telah lulus pada
jenjang SMK bisa terserap ke dunia kerja, berwirausaha atau melanjutkan pendidikan di
Perguruan Tinggi. Hal ini sesuai dengan RPJIMN 2019-2024 yang memfokuskan pada
peningkatan pendidikan Vokasi. Relevansi Pendidikan merupakan bagian penting dalam
meningkatkan produktivitas nasional dan mutu lulusan agar sesuai dengan kebutuhan
pasar tenaga kerja. Dukungan dalam peningkatan relevansi pendidikan dilakukan dengan

cara sebagai berikut:
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Pembentukan sembilan BLUD SMK baru agar satuan pendidikan memiliki

keleluasaan dalam mengelola anggaran dan meningkatkan daya saing dan mutu

pendidikan;

Sertifikasi kompetensi peserta didik untuk mempermudah rekrutmen ke dunia kerja;

Magang bagi pendidik SMK di dunia industri;

Sinergitas link and match antara satuan pendidikan untuk menyelaraskan kurikulum;

Penyediaan alat praktik bagi peserta didik di SMK.

Tujuan, sasaran dan kebijakan dalam rencana strategis dapat digambarkan dalam matriks

berikut :
Sasaran Cara Mencapai Sasaran
Tujuan Indikator
Uraian L Strategi Kebijakan Program
Kinerja
Peningkatan Terjaminnya Jumlah Optimalisasi . Penyediaan BOS dan Program
Partisipasi Akses dan Anak Usia Angka BOP Jenjang SMA dan Pengelolaan
Pendidikan Layanan serta 16-18 tahun Partisipasi SMK Pendidikan
gzr;t:ualltas Perbaikan Tata yang Pendidikan . Penyediaan Bantuan
Relevansi Kelola berpartisipa Sosial KJP Plus, dan
Hasil Pendidikan si dalam BPMS
Pembelajaran pendidikan . Rehabilitasi gedung
menengah sekolah pada Jenjang
(APS) SMA
. Penyediaan Sekolah
Asrama pada jenjang
SMA dan SMK di
Kepulauan Seribu
. Penyediaan Transportasi
Laut bagi Pendidik,
Tenaga Kependidikan,
dan Peserta didik di
Kepulauan Seribu
. Penyediaan Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
Peningkatan Terjaminnya Jumlah Optimalisasi . Penyediaan BOS dan Program
Partisipasi Akses dan | Anak Usia Angka BOP Jenjang SD dan Pengelolaan
Pendidikan Layanan  serta | 7-15 tahun Partisipasi SLB Pendidikan
gzlpt:uahtas Perbaikan Tata | yang Pendidikan . Penyediaan Bantuan
Relevansi Kelola berpartisipa Sosial KJP Plus, dan
Hasil Pendidikan si dalam BPMS
Pembelajaran pendidikan . Rehabilitasi gedung
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Sasaran Cara Mencapai Sasaran
Tujuan Indikator
Uraian o Strategi Kebijakan Program
Kinerja
dasar (APS) sekolah pada Jenjang
SD dan SMP
. Penyediaan Transportasi
Laut bagi Pendidik,
Tenaga Kependidikan,
dan Peserta didik di
Kepulauan Seribu
. Penyediaan Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
Peningkatan Terjaminnya Jumlah Anak Optimalisasi . Pada Pendidikan Program
Partisipasi Akses dan Usia 4-18 Ang_kg _ Khusus disediakan Pengelolaa
Pendidikan Layanan disabilitas Partisipasi Guru Pendamping n
dan Kualitas serta yang Pendidikan Khusus (GPK) pada Pendidikan
Serta Perbaikan berpartisipasi satuan pendidikan
Relevansi Tata Kelola dalam negeri
Hasil Pendidikan pendidikan . Pemenuhan sarana dan
Pembelajaran khusus (APS) prasarana yang ramah
disabilitas
. Penyediaan Bantuan
Sosial KJP Plus, dan
BPMS
Peningkatan Terjaminnya Jumlah anak Optimalisas . Penyediaan Bantuan Program
Partisipasi Akses dan usia 7-18 i Angka Operasional Pendidikan Pengelolaa
Pendidikan Layanan Tahun yang Partisipasi Jenjang Kesetaraan n
gzr:t;(ualltas serta berpartisipasi Pendidikan . Penyediaan Bantuan Pendidikan
Relevansi Perbaikan dalam Sosial KJP Plus, dan
Hasil Tata Kelola pendidikan BPMS
Pembelajaran Pendidikan kesetaraan . Pembangunan Gedung
(Paket A/B/C) Kelas/Ruang Guru pada
(APS) jenjang Kesetaraan

. Penyediaan Pendidik

dan Tenaga
Kependidikan
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Sasaran Cara Mencapai Sasaran
Tujuan Indikator
Uraian o Strategi Kebijakan Program
Kinerja
Peningkatan Terjaminnya Persentase anak Optimalis 1. Penyediaan Bantuan Program
Partisipasi Akses dan usia 5-6 tahun asi Operasional Pengelolaa
Pendidikan Layanan yang. Angka Pendidikan n
dan Kualitas serta berpartisipasi Partisipas 2. Penyediaan Pendidik Pendidikan
. dalam )
Serta Perbaikan pendidikan i dan Tenaga
Relevansi Tata Kelola PAUD Pendidik Kependidikan
Hasil Pendidikan an
Pembelajaran
Peningkatan Terjaminnya Tingkat Peningkatan 1. Pembentukan BLUD Program
Partisipasi Akses dan Penyerapan Relevansi 2. Penyediaan Alat Pengelolaa
Pendidikan Layanan serta Lulusan SMK Pendidikan Praktik Peserta Didik n
dan Kualitas Perbaikan Tata 3. Link dan Match Pendidikan
Serta Kelola Kurikulum SMK
Relevansi Pendidikan dengan DUDI
Hasil 4. Sertifikasi Kompetensi
Pembelajaran Peserta Didik
5. Magang Bagi Pendidik
Peningkatan Terjaminnya Persentase guru Peningkatan 1. Fasilitasi Komunitas Program
Partisipasi Akses dan profesional dan Belajar untuk Pengelolaan
Pendidikan Layanan serta Fh;aggﬁrataan pengimbasan Guru Pendidikan
dan Kualitas Perbaikan Tata Layanan Penggerak
Serta Kelola Pendidikan 2. Bimbingan Teknis
Relevansi Pendidikan peningkatan
Hasil kompetensi Pendidik
Pembelajara
n
Peningkatan Terjaminnya Persentase 1. Peningkat 1. Bimbingan Teknis Pengelolaa
Partisipasi Akses dan Satuan an dan peningkatan n
gggd}é%';?g s Layanan serta Pendidikan Pemerata kompetensi Pendidik Pendidikan
Serta Perbaikan Tata Terakreditasi an Mutu dan Tenaga
Relevansi Kelola A Layanan Kependidikan
Hasil Pendidikan Pendidika 2. Rehabilitasi Gedung
Pembelajaran n Sekolah jenjang SD,
2. Optimalis SMP, SMA, PAUD,

asi dan PKBM

Angka

Partisipas
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Sasaran Cara Mencapai Sasaran
Tujuan Indikator
Uraian o Strategi Kebijakan Program
Kinerja

i

Pendidika

n
Peningkatan Terjaminnya Persentase Peningkat . Bimbingan Teknis Pengelolaa
Partisipasi Akses dan siswa dengan an dan peningkatan n
gsgd&';?g s Layanan serta nilai Asesmen Pemerata kompetensi Pendidik Pendidikan
Serta Perbaikan Tata Kompetensi an Mutu dan Tenaga
Relevansi Kelola (Literasi) Layanan Kependidikan
Hasil Pendidikan memenuhi Pendidika . Fasilitasi Komunitas
Pembelajaran kompetensi n Belajar Pendidik dan

minimum Kepala Sekolah
Peningkatan Terjaminnya Persentase Peningkat . Bimbingan Teknis Pengelolaa
Partisipasi Akses dan siswa dengan an dan peningkatan n
gsr?dil(?]!l(l?tg s Layanan serta nilai Asesmen Pemerata kompetensi Pendidik Pendidikan
Serta Perbaikan Tata Kompetensi an Mutu dan Tenaga
Relevansi Kelola (Numerasi) Layanan Kependidikan
Hasil Pendidikan memenuhi Pendidika . Fasilitasi Komunitas
Pembelajaran kompetensi n Belajar Pendidik dan
minimum Kepala Sekolah

Realisasi SPM Bidang Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022 dapat

diuraikan sebagaimana dalam Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta s.d. Tahun 2022.
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Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022

Standar Target Rencana Strategis Perangkat Realisasi .
; Proyeksi
Pelayanan Indikator Daerah Capaian Cataya.n
NO Indikator Minimum/S L . Analisis
Kinerja Kunci
tandar
Nasional Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Tahun
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Warga Tingkat
Negara Usia P
partisipasi Belum adanya
5-6 tahun - N 4
an Pendidikan | warga negara realisasi capaian
1 [Ya89 | Anak Usia | usia 5- 6 tahun 100 100 100 57 n/a 100 100 pada Rapor
berpartisipasi - -
Dini yang Pendidikan Tahun
dalam .
- berpartisipasi 2023
pendidikan dalam PAUD
PAUD
Peninakatan Indikator tidak
Pro o?si Persentase terdapat pada
Jumplah Jumlah Renstra namun
Satuan PAUD Pendidikan | Satuan PAUD masuk pada
Anak Usia yang 66,05 65,99 n/a 66,05 Rencana Kerja
yang .
Dini Mendapatkan karena baru
Mendapatkan o
Minimal M|n|m_al _ terbahas pada
N Akreditasi B Rakortekbang tahun
Akreditasi B
2023
Pertumbuhan Jumlah Itg(rdcljlgatgtr t'gg;
Pendidik Pendidik Renstf’a ngmun
;ﬁ%ﬁi%ang Pendidikan l\P/@Umli"i/iang masuk pada
e Anak Usia e 79,38 77,18 n/a 79,38 Rencana Kerja
Kualifikasi - Kualifikasi
: Dini ) karena baru
Akademik Akademik
i . terbahas pada
Paling Rendah Paling Rendah Rakortekbana tahun
D-IV/S1 D-IV/S1 20239
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Standar Target Rencana Strategis Perangkat Realisasi Proveksi
Pelayanan Indikat Daerah Capaian y Catatan
NO Indikator Minimum/S naikator Analisis
Kinerja Kunci
tandar
Nasional Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun [ Tahun Tahun
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Warga Tlngk{;\t .
Negara Usia partisipasi
warga negara Belum adanya
7-15 tahun : . ’
an Pendidikan Usia 7-15 realisasi capaian
2 )l;er gartisi asi Dasar tahun yang 100 100 100 98,96 n/a 100 100 pada Rapor
P P berpartisipasi Pendidikan Tahun
dalam
- dalam 2023
pendidikan -
dasar pendidikan
dasar
Rata-rata Tercapainya Perubahan Skala
kemampuan kompetensi merupakan
literasi siswa Pendidikan minimum kebijakan dari
SD D literasi siswa 0 1,8 1,85 1,9 60,37 n/a 65,46 Kemendikbud Ristek
asar
berdasarkan berdasarkan yang sebelumnya
hasil Asesmen hasil Asesmen skala 1-3 saat ini O-
Nasional Nasional 100
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Standar Target Rencana Strategis Perangkat Realisasi Proveksi
Pelayanan Indikat Daerah Capaian y Catatan
NO Indikator Minimum/S ndikator Analisis
Kinerja Kunci
tandar
Nasional Tahun | Tahun | Tahun Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Tahun
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rata-rata Tercapamyg
kompetensi
kemampuan L
. minimum
numerasi Pendidikan | numerasi
siswa SD . 0 1,85 1,9 1,95 44,17 n/a 47,08
Dasar siswa
berdasarkan
: berdasarkan
hasil Asesmen :
. hasil Asesmen
Nasional .
Nasional
. - Tercapainya
Indeks Iklim | Pendidikan | |4l & Ikjim 94,02 86,94 | nia | 94,02
Keamanan SD | Dasar K ) . .
eamanan Indikator tidak
terdapat pada
Tercapainva Renstra namun
indeks Ikim | oo v | indeks Ikiim masuk pada
Kebinekaan : 97,38 94,40 n/a 97,38 Rencana Kerja
Dasar Kebinekaan
SD SD karena baru
terbahas pada
Rakortekbang tahun
; 2023
. - Tercapainya
Indeks Iklim | Pendidikan | o1 jim 83,93 7773 | naa | 8393
Inklusivitas SD | Dasar -
Inklusivitas SD
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Standar Target Rencana Strategis Perangkat Realisasi Proyeksi
Pelayanan Indikator Daerah Capaian CataFa.n
NO Indikator Minimum/S Kinerja Kunci Analisis
tandar
Nasional Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun [ Tahun Tahun
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rata-rata Tercapainya
kemampuan kompetensi
literasi siswa - minimum
SMP Peg‘;f;':a” literasi siswa 0 1,8 1,85 19 | 71,48 | nia 77,52
berdasarkan berdasarkan Perubahan Skala
hasil Asesmen hasil Asesmen merupakan
Nasional Nasional kebijakan dari
Kemendikbudristek
yang sebelumnya
Rata.rata Ig:ﬁsgggg? skala 1 fosoaat ini 0
kemampuan .
) minimum
numerasi Pendidikan | numerasi
siswa SMP ; 0 1,85 1,9 1,95 | 58,62 n/a 62,59
Dasar siswa
berdasarkan berdasarkan
hasil Asesmen hasil Asesmen
Nasional .
Nasional
Indeks Iklim . Tercapainya Indikator tidak
Keamanan Pendidikan | Indeks Iklim 91,52 84.84 a 91,52 terdapat pada
SMP Dasar Keamanan Renstra namun
SMP masuk pada
Rencana Kerja
: Tercapainya karena baru
Indeks Iklim .- .
: Pendidikan | Indeks Iklim terbahas pada
}éﬁﬂbgmekaan Dasar Kebhinekaan 9,13 0L84 | nla 9.13 Rakortekbang tahun
SMP 2023
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Standar Target Rencana Strategis Perangkat Realisasi Proveksi
Pelayanan Indikat Daerah Capaian y Catatan
NO Indikator Minimum/S ndikator Analisis
Kinerja Kunci
tandar
Nasional Tahun | Tahun | Tahun Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Tahun
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
. Tercapainya
Indeks Iklim . .
Inklusivitas Pendidikan | Indeks Iklim 84,25 7805 | na | 8425
SMP Dasar Inklusivitas
SMP
Jumlah Warga Tlngk_at .
. partisipasi
Negara Usia
16-18 tahun warga negara
an Pendidikan | U312 7-15
3 yang =~ tahun yang 0 100 100 100 72,1 n/a 100 100 Belum adanya
berpartisipasi Menengah b . . . g
dalam erpartisipasi realisasi capaian
endidikan dalam pada Rapor
Pnenen ah pendidikan Pendidikan Tahun
9 menengah 2023
Rata-rata Tercapainya
kemampuan kompetensi
literasi siswa Pendidikan minimum
SMA Menengah literasi siswa 0 2,3 2,32 2,34 75,14 n/a 80,25 Perubahan Skala
berdasarkan berdasarkan K
hasil Asesmen hasil Asesmen merupakan
Nasional Nasional kebijakan dari
Kemendikbudristek
- yang sebelumnya
Eata rata Tercapainya skala 1-3 saat ini O-
emampuan K :
. ompetensi 100
numerasi Pendidikan | minimum
siswa SMA . 0 2,28 2,3 2,32 62,47 n/a 66,38
Menengah | numerasi
berdasarkan siswa
hasil Asesmen
X berdasarkan
Nasional
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Standar Target Rencana Strategis Perangkat Realisasi Proveksi
Pelayanan Indikat Daerah Capaian y Catatan
Indikator Minimum/S ndikator Analisis
Kinerja Kunci
tandar
Nasional Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Tahun
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2023 2024
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
hasil Asesmen
Nasional
. Tercapainya
Indeks Iklim - .
Keamanan Pendidikan | Indeks Iklim 895 86.24 n/a 895
SMA Menengah | Keamanan _ _
SMA Indikator tidak
terdapat pada
Tercapainva Renstra namun
indeks kim | o | indeks 1klim masuk pada
Kebinekaan : 100 98,88 n/a 100 Rencana Kerja
Menengah | Kebinekaan
SMA karena baru
SMA
terbahas pada
T _ Rakortekbang tahun
. ercapainya 2023
Indeks Iklim - .
Inklusivitas Pendidikan Indeks_ l.k“m 88 82,84 n/a 88
SMA Menengah | Inklusivitas
SMA
Rata-rata Tercapainya
kemampuan kompetensi Perubahan Skala
literasi siswa Pendidikan | Minimum mg_rupakan _
SMK Menenaah literasi siswa 0 2,29 2,31 2,33 66,04 n/a 71,81 kebijakan dari
berdasarkan 9 berdasarkan Kemendikbudristek
hasil Asesmen hasil Asesmen yang sebelumnya
Nasional Nasional
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Standar Target Rencana Strategis Perangkat Realisasi Proveksi
Pelayanan Indikat Daerah Capaian y Catatan
NO Indikator Minimum/S hdikator Analisis
Kinerja Kunci
tandar
Nasional Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun [ Tahun Tahun
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rata-rata Tercapainya skala 1-3 saat ini O-
kemampuan kompetensi 100
literasi siswa Pendidikan minimum
SMK literasi siswa 0 2,11 2,13 2,15 54,58 n/a 58,32
Menengah
berdasarkan berdasarkan
hasil Asesmen hasil Asesmen
Nasional Nasional
Tingkat Tercapainya
Kepuasan kepuasan Belum adanya
dunia kerja Pendidikan | dunia kerja 0 77 78 79 86.80 n/a 86,80 realisasi capaian
terhadap Menengah | terhadap pada Rapor
budaya kerja budaya kerja Pendidikan Tahun
lulusan SMK lulusan SMK 2023
. Tercapainya
Indeks Iklim .- .
Keamanan Pendidikan | Indeks Iklim 89,68 82,86 | nia | 89,68
SMK Menengah | Keamanan
SMK Indikator tidak
terdapat pada
Tercapainva Renstra namun
indeks kim | o ian | indeks 1klim masuk pada
Kebinekaan : 99,51 94,71 n/a 99,51 Rencana Kerja
Menengah | Kebinekaan
SMK karena baru
SMK
terbahas pada
T _ Rakortekbang tahun
. ercapainya 2023
Indeks Iklim - .
Inklusivitas Pendidikan | Indeks IKklim 86,42 80,1 | na | 8642
Menengah | Inklusivitas
SMK SMK
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Standar Target Rencana Strategis Perangkat Realisasi Proveksi
Pelayanan Indikat Daerah Capaian y Catatan
NO Indikator Minimum/S ndikator Analisis
Kinerja Kunci
tandar
Nasional Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Tahun
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Warga
Negara Usia .
4-18 tahun Tingkat
partisipasi
yang termasuk
dalam warga negara
penduduk Pendidikan | U3'@ 4-18
4 N tahun yang 0 100 100 100 29,4 n/a 100 100
disabilitas Khusus berpartisinasi
yang dalgm P Belum adanya
berpartisipasi endidikan realisasi capaian
dalam Ehusus pada Rapor
pendidikan Pendidikan Tahun
khusus 2023
Rata-rata Tercapainya
kemampuan kompetensi
literasi siswa Pendidikan minimum
SDLB Khusus literasi siswa 0 1,54 1,59 1,64 59,02 n/a 64,93
berdasarkan berdasarkan Perubahan Skala
hasil Asesmen hasil Asesmen merupakan
Nasional Nasional kebijakan dari
Kemendikbudristek
Tercapainya yang sebelumnya
Rata-rata . .
kemampuan ko_mpeten3| skala 1-3 saat ini O-
. minimum 100
numerasi Pendidikan | numerasi
siswa SDLB Kh . 0 1,65 1,7 1,75 50,25 n/a 53,98
usus siswa
berdasarkan
: berdasarkan
hasil Asesmen ;
. hasil Asesmen
Nasional .
Nasional
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Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Standar

Target Rencana Strategis Perangkat

Realisasi

Pelayanan Indikat Daerah Capaian e Catatan
NO Indikator Minimum/S ndikator Analisis
Kinerja Kunci
tandar
Nasional Tahun | Tahun | Tahun Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Tahun
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rata-rata Tercapainya
kemampuan kompetensi
literasi siswa Pendidikan minimum
SMPLB literasi siswa 0 1,81 1,86 1,9 62,25 n/a 68,41
Khusus
berdasarkan berdasarkan
hasil Asesmen hasil Asesmen
Nasional Nasional
Rata-rata Tercapamy_a
kompetensi
kemampuan .
. minimum
numerasi Pendidikan | numerasi
siswa SMPLB . 0 1,94 1,99 2,04 58,62 n/a 62,88
Khusus siswa
berdasarkan
X berdasarkan
hasil Asesmen -
. hasil Asesmen
Nasional .
Nasional
Rata-rata Tercapainya
kemampuan kompetensi
literasi siswa Pendidikan minimum
SMALB KhUSUS literasi siswa 0 1,85 1,9 1,95 56,23 n/a 61,82 Perubahan Skala
berdasarkan berdasarkan mg_rupakan _
hasil Asesmen hasil Asesmen kebijakan dari
Nasional Nasional Kemendikbudristek
yang sebelumnya
Rata-rata Tercapainya skala 1-3 saat ini O-
kompetensi 100
kemampuan Pendidikan | minimum
numerasi . 0 1,87 1,92 1,97 53,09 n/a 56,98
) Khusus numerasi
siswa SMALB .
siswa
berdasarkan
berdasarkan
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Standar Target Rencana Strategis Perangkat Realisasi p .
; royeksi
Pelayanan Indikator Daerah Capaian Catatan
NO Indikator Minimum/S o . Analisis
Kinerja Kunci
tandar
Nasional Tahun | Tahun | Tahun Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Tahun
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
hasil Asesmen hasil Asesmen
Nasional Nasional
. Tercapainya
Indeks Iklim - .
Keamanan Pendidikan | Indeks Iklim 87,02 80 nla | 8354 |87,02
SDLB Khusus Keamanan
SDLB
. Tercapainya Indikator tidak
Egtil;se l'('g;mn Pendidikan | Indeks Iklim 00 41 S terdapat pada
SDLB Khusus Kebinekaan ’ ’ Renstra namun
SDLB masuk pada
Rencana Kerja
. Tercapainya karena baru
Indeks Iklim - .
Inklusivitas Pendidikan Indek; I.kllm 79.96 70.44 n/a terbahas pada
SDLB Khusus Inklusivitas Rakortekbang tahun
SDLB 2023
. Tercapainya
Indeks Iklim - .
Keamanan Pendidikan | Indeks Iklim 88.11 81.25 n/a
SMPLB Khusus Keamanan
SMPLB
. Tercapainya Indikator tidak
Indgks Iklim Pendidikan | Indeks Iklim terdapat pada
Kebinekaan h ek 80,27 75,81 n/a
SMPLRB Khusus Kebinekaan Renstra namun
SMPLB masuk pada
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Standar Target Rencana Strategis Perangkat Realisasi p .
; royeksi
Pelayanan Indikator Daerah Capaian CataFa.n
NO Indikator Minimum/S L . Analisis
Kinerja Kunci
tandar
Nasional Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun [ Tahun Tahun
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
. Tercapainya Rencana Kerja
Indeks_ I_kI|m Pendidikan | Indeks Iklim karena baru
Inklusivitas - 91,56 84,8 n/a
SMPLB Khusus Inklusivitas terbahas pada
SMPLB Rakortekbang tahun
2023
. Tercapainya
Indeks Iklim - .
Keamanan Penhdldlkan Indeks Iklim 83.83 77.09 n/a
SMALB Khusus Keamanan
SMALB
. Tercapainya
Indeks Iklim - .
Kebinekaan | Pepdidikan | indeks lidim 85,22 80,86 | nla
SMALRB Khusus Kebinekaan
SMALB
. Tercapainya
Indeks Iklim - .
Inklusivitas Pendidikan | Indeks IKklim 89,75 8303 | nia
SMALB Khusus Inklusivitas
SMALB
Jumlah Warga
Negara Usia Tingkat
7-18 tahun partisipasi
yang belum warga negara
menyelesaika Pendidikan Usia 7-18
5 n pendidikan tahun yang 0 100 100 100 10,59 n/a 100 100
Kesetaraan Y
dasar dan berpartisipasi Belum adanya
atau dalam realisasi capaian
menengah pendidikan pada Rapor
yang khusus Pendidikan Tahun
perpartisipasi 2023
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Standar Target Rencana Strategis Perangkat Realisasi Proyeksi
Pelayanan Indikator Daerah Capaian CataFa.n
NO Indikator Minimum/S . Analisis
tandar
Nasional Tahun | Tahun | Tahun Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Tahun
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
dalam
pendidikan
kesetaraan
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Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Sebagaimana visi Dinas Pendidikan yaitu “Mewujudkan Pendidikan yang Tuntas dan
Berkualitas untuk Semua” dengan indikator program dan kegiatan yang ada diharapkan warga
usia sekolah dapat dengan mudah mendapatkan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan.
Sehingga angka partisipasi sekolah pada setiap jenjang mencapai 100%.
Selain akses pendidikan yang merata dan berkeadilan Dinas Pendidikan juga berusaha untuk
mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Hal ini tentunya tidak lepas atas peran guru, sehingga
Dinas Pendidikan melakukan pelatihan-pelatihan melalui Pusat Pelatihan dan Pengembangan
Pendidikan (P4) yang tersebar di 5 wilayah kota administrasi dengan harapan dapat memenuhi
standar kompetensi.
Adapun beberapa catatan penting terkait dengan isu-isu penting yang bersifat strategis yang
harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 sebagaimana

disajikan dalam tabel berikut:

No Permasalahan Utama Permasalahan Analisa
1 Pelayanan terhadap siswa Masih terdapatnya angka Belum
dan akses pendidikan putus sekolah terdatanya, secara
menyeluruh
peserta didik
yang tidak

melanjutkan
pendidikannya
dan penduduk
usia bersekolah
yang belum
bersekolah dan
intervensi
memerlukan cara
yang berbeda
tidak cukup
hanya
mengandalkan
bantuan KJP Plus
karena penyebab
anak putus
sekolah lebih
kompleks dan
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No Permasalahan Utama Permasalahan Analisa
multi dimensi
APK PAUD yang Kurangnya
masih jauh dari Guru
target mengakibatkan
berkurangnya

jumlah rombel.

Masih
kurangnya
kesadaran
masyarakat

Kekhawatiran
keikutsertaan di
masa Pandemi

APS jenjang pendidikan
menengah masih cukup
rendah

Belum
cukupnya daya
tampung

dan belum
meratanya akses

sekolah di
setiap wilayah
DKI

Jakarta

Masih kecilnya angka
partisipasi sekolah
disabilitas

Belum
dilakukanny

a pemetaan
kebutuhan SLB,
kurangnya Guru
Pendamping
Khusus pada
Satuan Pendidikan
Inklusif

Masih rendahnya
nilai literasi dan
numerasi

Belum
meratanya mutu
pendidikan dan
kualitas pendidik
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No Permasalahan Utama Permasalahan Analisa
2 Pelayanan Terhadap Guru, Masih terdapat guru yang DKI Jakarta
Kepala Sekolah, Pengawas belum berkategori baru memiliki
Sekolah, dan Tendik profesional yaitu minimal kuota guru
D-1V/S1, Guru penggerak pada
Penggerak angkatan 5, dan
masih terdapat
guru di satuan
pendidikan
swasta yang
dibawah D-
IV/S1
Kurangnya Pendidik dan Belum
Tenaga Pendidik untuk sinkronnya
jenjang SLB pemetaan
pemenuhan
kebutuhan guru
untuk SLB
3 Prasarana dan Sarana Masih terdapat gedung Terbatasnya
Pendidikan sekolah yang perlu anggaran
direhab total/berat Dinas
Pendidikan
Masih terdapat sekolah Terbatasnya
negeri yang belum anggaran untuk
memiliki prasarana dan melakukan
rehab total.

sarana pendidikan sesuai
standar

Sulitnya mencari lahan
untuk
Pembangunan Unit
Sekolah Baru (USB) dalam
rangka peningkatan daya
tampung

Ketersediaan
Lahan yang
sangat terbatas di
DKI Jakarta dan
harganya terus
melambung

Pendidikan Vokasi

Penyerapan lulusan
dunia kerja di DU/DI
belum mencapai 100%

Masih terdapat
SMK swasta
yang belum link
and match
dengan DUDI
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No

Permasalahan Utama

Permasalahan

Analisa

Lingkup  kerjasama
antara SMK dengan
Dunia Usaha dan
Industri masih belum
maksimum sesuai 8
SNP

Masih kurangnya
kualitas
kepemimpinan
dan SDM di
SMK untuk bisa
bekerja sama

dengan

DUDI
Belum semua SMK Terbatasnya
memiliki fasilitas anggaran
standar DU/DI untuk

penyediaan

peralatan praktik
peserta didik

Sinergi pemangku
kepentingan termasuk
DU/DI dalam

pengembangan SMK
masih kurang

Belum
optimalnya
wadah
inkubasi bagi
pertemuan
SMK dengan
DUDI

Kesempatan
peningkatan
kompetensi pendidik,
kepala sekolah, dan
pengawas SMK yang
sesuai dengan DU/DI
masih sedikit

Tidak sesuainya
peralatan praktik
yang disediakan
P2KPTK2
dengan
kebutuhan SMK

Pendidikan PAUD dan
Dikmas

Rendahnya  Satuan
PAUD vyang telah
melaksanakan PAUD
Holistik Integratif

Belum meratanya
kualitas pendidik
dan sarana

prasarana PAUD

Belum seluruhnya
Satuan Pendidikan
terakreditasi

Blum optimalnya
sosialisasi dan
intervensi agar
satuan PAUD
yang belum
terdaftar untuk
mendaftar dan
dilakukan
akreditasi
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No

Permasalahan Utama

Permasalahan

Analisa

Peserta Didik Belum adanya
Kesetaraan tidak kerjasama antara
memiliki  kompetensi Bidang PAUD
keterampilan  untuk Dikmas untuk
memasuki dunia usaha bekerja sama
dan dunia kerja dengan DUDI
Belum terpenuhi PTK Belum

sesuai kebutuhan pada dilakukan

PAUDN dan PKBMN

pemetaan terkait
kebutuhan Guru
dan Tendik
PAUD dan
PKBM untuk
seluruh wilayah
DKI Jakarta
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Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No Program/Kegiatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp...) Program/Kegiatan/Sub | Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp...)
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
PROGRAM Jumlah Anak Usia 100% PROGRAM Jumlah Anak Usia 100%
PENGELOLAAN 16-18 tahun yang PENGELOLAAN 16-18 tahun yang
PENDIDIKAN berpartisipasi PENDIDIKAN berpartisipasi
dalam pendidikan dalam pendidikan
menengah (APS) menengah (APS)
Jumlah Anak Usia 100% Jumlah Anak Usia 100%
4-18 disabilitas 4-18 disabilitas
yang yang berpartisipasi
berpartisipasi dalam pendidikan
dalam pendidikan khusus (APS)
khusus (APS)
Jumlah Anak Usia 100% Jumlah Anak Usia 100%
7-15 tahun yang 7-15 tahun yang
berpartisipasi berpartisipasi
dalam pendidikan dalam pendidikan
dasar (APS) dasar (APS)
Persentase anak 100% Persentase anak 100%
usia 5-6 tahun usia 5-6 tahun yang
yang berpartisipasi
berpartisipasi dalam pendidikan
dalam pendidikan PAUD
PAUD
Persentase guru 88,50% Persentase guru 88,50%
profesional profesional
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No Program/Kegiatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp...) Program/Kegiatan/Sub | Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp...)
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Persentase 72,56% Persentase Satuan 72,56%
Satuan Pendidikan
Pendidikan Terakreditasi A
Terakreditasi A
Persentase siswa 69,92% Persentase siswa 69,92%
dengan nilai dengan nilai
Asesmen Asesmen
Kompetensi Kompetensi
(Literasi) (Literasi)
memenuhi memenuhi
kompetensi kompetensi
minimum minimum
Persentase siswa 62,50% Persentase siswa 62,50%
dengan nilai dengan nilai
Asesmen Asesmen
Kompetensi Kompetensi
(Numerasi) (Numerasi)
memenuhi memenuhi
kompetensi kompetensi
minimum minimum
Tingkat 35% Tingkat Penyerapan 91,58%
Penyerapan Lulusan SMK
Lulusan SMK
Jumlah anak usia 7- 100%

18 Tahun yang
berpartisipasi
dalam pendidikan
kesetaraan (Paket
A/B/C) (APS)
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No Program/Kegiatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp...) Program/Kegiatan/Sub | Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp...)
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pengelolaan Persentase Siswa 74,34% Pengelolaan Persentase Siswa 74,34%
Pendidikan Anak Usia kelas 1 SD yang Pendidikan Anak Usia kelas 1 SD yang
Dini (PAUD) pernah mengikuti Dini (PAUD) pernah mengikuti
PAUD PAUD
Peningkatan 66,05%
Proporsi Jumlah
Satuan PAUD yang
Mendapatkan
Minimal Akreditasi
B
Pertumbuhan 79,38%
Pendidik PAUD
yang Memiliki
Kualifikasi
Akademik Paling
Rendah D-IV/S1
1 Pengadaan Mebel DKI Jumlah Mebel 5.331 9.316.878.433 | Pengadaan Mebel DKI Jumlah Mebel 5331 9.316.223.444
PAUD Jakarta PAUD yang Paket PAUD Jakarta | PAUD yang Paket
Tersedia Tersedia
2 Penyediaan Biaya DKI Jumlah Peserta 18 108.000.000 | Penyediaan Biaya DKI Jumlah Peserta 18 Peserta 108.000.000
Personil Peserta Didik Jakarta Didik PAUD yang Peserta Personil Peserta Didik Jakarta | Didik PAUD yang Didik
PAUD Menerima Biaya Didik PAUD Menerima Biaya
Personil Peserta Personil Peserta
Didik Didik
3 Pengadaan Alat Praktik | DKI Jumlah Alat 225 1.587.032.600 | Pengadaan Alat Praktik | DKI Jumlah Alat Praktik 235 Paket 2.459.384.820
dan Peraga Siswa Jakarta Praktik dan Paket dan Peraga Siswa Jakarta | dan Peraga PAUD
PAUD Peraga PAUD PAUD yang Tersedia
yang Tersedia
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No Program/Kegiatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp...) Program/Kegiatan/Sub | Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp...)
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
4 Penyelenggaraan DKI Jumlah Peserta 6921 9.476.749.544 | Penyelenggaraan DKI Jumlah Peserta 8143 16.888.529.917
Proses Belajar PAUD Jakarta Didik PAUD yang Peserta Proses Belajar PAUD Jakarta | Didik PAUD yang Peserta
Mengikuti Proses Didik Mengikuti Proses Didik
Belajar Belajar
5 Penyediaan Pendidik DKI Jumlah Pendidik 538 36.036.366.539 | Penyediaan Pendidik DKI Jumlah Pendidik 21090 176.390.783.026
dan Tenaga Jakarta dan Tenaga Orang dan Tenaga Jakarta | dan Tenaga Orang
Kependidikan bagi Kependidikan Kependidikan bagi Kependidikan yang
Satuan PAUD yang Tersedia Satuan PAUD Tersedia pada
pada PAUD PAUD
6 Pengembangan Karir DKI Jumlah Pendidik 18361 9.950.238.104 | Pengembangan Karir DKI Jumlah Pendidik 729 Orang 521.650.921
Pendidik dan Tenaga Jakarta dan Tenaga Orang Pendidik dan Tenaga Jakarta | dan Tenaga
Kependidikan pada Kependidikan Kependidikan pada Kependidikan yang
Satuan Pendidikan yang Satuan Pendidikan Mendapatkan
PAUD Mendapatkan PAUD Fasilitasi Kenaikan
Fasilitasi Pangkat/Golongan,
Kenaikan Pemberian
Pangkat/Golonga Promosi,
n, Pemberian Peningkatan
Promosi, Kompetensi dan
Peningkatan Kualifikasi
Kompetensi dan
Kualifikasi
7 Pembinaan DKI Jumlah PAUD 4570 3.170.773.940 | Pembinaan DKI Jumlah PAUD yang 4516 2.867.414.757
Kelembagaan dan Jakarta yang Satuan Kelembagaan dan Jakarta | Dilaksanakan Satuan
Manajemen PAUD Dilaksanakan Pendidik Manajemen PAUD Pembinaan Pendidikan
Pembinaan an Kelembagaan dan
Kelembagaan dan Manajemen
Manajemen
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No Program/Kegiatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp...) Program/Kegiatan/Sub | Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp...)
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
8 Pengelolaan Dana BOP | DKI Jumlah PAUD 4201 82.410.860.000 | Pengelolaan Dana BOP | DKI Jumlah PAUD yang 4105 75.153.260.000
PAUD Jakarta yang Mengelola Satuan PAUD Jakarta | Mengelola Dana Satuan
Dana BOP Pendidik BOP Pendidikan
an
9 Pembangunan Sarana, DKI Jumlah Sarana, 1 Unit 13.513.544.370
Prasarana dan Utilitas Jakarta | Prasarana dan
PAUD Utilitas PAUD yang
Telah Dibangun
10 Fasilitasi Komunitas DKI Jumlah Komunitas 1 28.417.590
Belajar Pendidik dan Jakarta | Belajar Pendidik Komunitas
Tenaga Kependidikan dan Tenaga
Pendidik yang
terfasilitasi
11 Bimbingan Teknis, DKI Jumlah Peserta 3060 2.497.103.000
Pelatihan, dan/atau Jakarta | Bimbingan Teknis, Orang
Magang/PKL untuk Pelatihan, dan/atau
Peningkatan Kapasitas Magang/PKL untuk
Bidang Pendidikan Peningkatan
Kapasitas Bidang
Pendidikan yang
dilaksanakan
Pengelolaan Persentase SLB 73% Pengelolaan Persentase SLB 73%
Pendidikan Khusus yang memenuhi Pendidikan Khusus yang memenuhi
Standar Nasional Standar Nasional
Pendidikan Pendidikan
Rata-rata 1,59 Rata-rata 64,93
kompetensi kompetensi Literasi
Literasi SDLB SDLB berdasarkan
berdasarkan Asesmen Nasional

II-94
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No Program/Kegiatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp...) Program/Kegiatan/Sub | Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp...)
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Asesmen
Nasional
Rata-rata 1,86 Rata-rata 68,41
kompetensi kompetensi Literasi
Literasi SMPLB SMPLB
berdasarkan berdasarkan
Asesmen Asesmen Nasional
Nasional
Rata-rata 1,9 Rata-rata 61,82
kompetensi kompetensi Literasi
Literasi SMALB SMALB
berdasarkan berdasarkan
Asesmen Asesmen Nasional
Nasional
Rata-rata 1,7 Rata-rata 53,98
kompetensi kompetensi
Numerasi SDLB Numerasi SDLB
berdasarkan berdasarkan
Asesmen Asesmen Nasional
Nasional
Rata-rata 1,99 Rata-rata 62,88
kompetensi kompetensi
Numerasi SMPLB Numerasi SMPLB
berdasarkan berdasarkan
Asesmen Asesmen Nasional
Nasional
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Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp...) Program/Kegiatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp...)
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian

Rata-rata 1,92 Rata-rata 56,98

kompetensi kompetensi

Numerasi SMALB Numerasi SMALB

berdasarkan berdasarkan

Asesmen Asesmen Nasional

Nasional
Indeks Iklim 79,96

Inklusivitas SDLB

Indeks Iklim 89,75
Inklusivitas SMALB

Indeks Iklim 91,56
Inklusivitas SMPLB

Indeks Iklim 87,02
Keamanan SDLB

Indeks Iklim 83,83
Keamanan SMALB

Indeks Iklim 88,11
Keamanan SMPLB

Indeks Iklim 90,41
Kebinekaan SDLB

Indeks Iklim 85,22
Kebinekaan SMALB

Indeks Iklim 80,27
Kebinekaan SMPLB
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No Program/Kegiatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp...) Program/Kegiatan/Sub | Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp...)
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
12 Pengadaan Mebel DKI Jumlah Mebel 1720 2.180.941.120 | Pengadaan Mebel DKI Jumlah Mebel 1720 2.180.607.354
Sekolah Jakarta Sekolah yang Paket Sekolah Jakarta | Sekolah yang Paket
Tersedia Tersedia
13 Penyelenggaraan DKI Jumlah Satuan 48 74.174.216.740 | Penyelenggaraan DKI Jumlah Satuan 23 Satuan 73.479.600.000
Proses Belajar dan Jakarta Pendidikan yang Satuan Proses Belajar Bagi Jakarta | Pendidikan yang Pendidikan
Ujian bagi Peserta Menyelenggaraka | Pendidik Peserta Didik Menyelenggarakan
Didik n Proses Belajar an Proses Belajar
dan Ujian
14 Pembinaan Minat, DKI Jumlah Siswa 1925 1.809.881.917 | Pembinaan Minat, DKI Jumlah Siswa yang 1793 1.447.851.176
Bakat dan Kreativitas Jakarta yang Mengikuti Peserta Bakat dan Kreativitas Jakarta | Mengikuti Ajang Peserta
Siswa Ajang Didik Siswa Kompetisi/Lomba Didik
Kompetisi/Lomba Akademik dan Non
Akademik dan Akademik
Non Akademik
15 Penyediaan Pendidik DKI Jumlah Pendidik 284 19.022.914.653 | Penyediaan Pendidik DKI Jumlah Pen